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ABSTRAK

Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 mengenai kenaikan
iuran BPJS. MA membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena
bertentangan dengan peraturan diatasnya. Pasca pembatalan selang
beberapa bulan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
Banyak yang menilai bahwa tindakan pemerintah merupakan bentuk
perlawanan terhadap putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Dengan
demikian permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan
putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 berdasarkan asas-asas yang melandasi
hukum acara judicial review dan bagaimana akibat hukum norma yang
telah dibatalkan dimuat kembali dalam Perpres No. 64 Tahun 2020
Tentang kenaikan luran BPJS. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan konsep (conceptual approach). Kemudian dianalisis terhadap
semua bahan dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan
kekuatan putusan MA dalam Hak Uji Materiil melekat asas erga omnes.
Sehingga akibat hukum memuat kembali norma yang telah dibatalkan ke
dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sebagai bentuk pengingkaran
terhadap putusan MA sebelumnya.

Kata kunci : Kenaikan iuran BPJS, Putusan MA, Perpres No. 64 Tahun
2020

ABSTRACT

The President issued Presidential Decree No. 75 of 2019 regarding the
increase in BPJS contributions. The Supreme Court canceled Presidential
Regulation Number 75 of 2019 because it contradicted the above
regulations. After the cancellation, after a few months, the government
issued Presidential Regulation Number 64 of 2020. Many considered that
the government's action was a form of resistance to the Supreme Court's
decision Number 7P/HUM/2020. Thus, the problem in this research is how
the power of the Supreme Court's decision Number 7P/HUM/2020 is
based on the principles underlying the judicial review procedure and how
the legal consequences of the canceled norms are reloaded in Presidential
Decree No. 64 of 2020 concerning the increase in BPJS Contributions.
This research is normative legal research with a statutory approach and a
conceptual approach. Then analyzed for all materials with the descriptive
method. The results of the study show that the strength of the Supreme
Court's decision in the Right to Material Trial is attached to the erga
omnes principle. So that the legal consequences of reloading the canceled
norms into Presidential Regulation Number 64 of 2020 as a form of denial
of the previous Supreme Court decision.

Keywords: Increase in BPJS contributions, Supreme Court Decision,
Presidential Regulation No. 64 the Year 2020
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung merupakan Pengadilan paling tinggi dari seluruh
ranah peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terhindar dari pengaruh
manapun termasuk pemerintah serta melakukan pengawasan tertinggi pada
lembaga peradilan dibawahnya. Mahkamah Agung berhak melaksanakan
pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang.

Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji
peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap
Undang-Undang....” produk hukum yang menjadi objek pengujian seperti
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah
(Perda) Provinsi dan Kabupate/Kota.

Pada Pasal 9 ayat (2) Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, yakni “Dalam hal suatu Peraturan
Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan
dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”
Terhadap konflik antar norma hukum dapat dilaksanakan pengujian dengan
cara yang biasa yakni dengan mengganti norma hukum baru dan dilakukan
juga dengan cara yang luar biasa yakni dengan menetapkan organ tersendiri

melalui konstitusi seperti judicial review.



Hak menguji dapat dilakukan dalam bentuk hak menguji formal
yang berkaitan dengan pengujian terhadap prosedur dan cara pembentukan
peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam bentuk hak menguji
materiil berkaitan dengan pengujian terhadap substansi peraturan
perundang-undangan.*

Dalam pengujian dapat didasarkan pada prinsip lex specialis
derogate lex generalis, di mana suatu peraturan yang bersifat eksklusif
dapat dinyatakan tetap berlaku oleh hakim, walaupun substansinya
berlawanan dengan norma aturan yang lebih tinggi sesuai dengan prinsip
lex superiori derogate lex inferiori, norma yang paling tinggi akan
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengontrol
substansi yang sama dan berlawanan.?

Kaidah hukum vertikal adalah susunan peraturan yang bertingkat
dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Susunan peraturan secara
vertikal merupakan kaidah hukum itu berlaku, bersumber dan berlandaskan
pada kaidah hukum diatasnya, kaidah hukum yang berada diatasnya
berlaku, bersumber, dan berlandaskan pada kaidah hukum yang diatasnya,
demikian seterusnya hingga pada suatu kaidah hukum yang menjadi
landasan dari semua kaidah hukum yang dibawahnya.

Demikian juga dalam kaidah dari atas ke bawah, maka kaidah dasar

itu selalu menjadi sumber dan menjadi dasar dari kaidah hukum di

! Imam Soebechi, Hak Uji Materiil. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016). 48.

2 Andryan. Implikasi Putusan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 18 No 3, September
2018. 368.



bawahnya, kaidah hukum di bawahnya selalu menjadi sumber dan menjadi
dasar dari kaidah hukum yang dibawahnya lagi, dan demikian seterusnya ke
bawah.?

Pasal 7 jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas
: UUD 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

Jenis hierarki peraturan perundang-undangan diakui eksistensinya
dan memiliki daya ikat hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan.* Hirerarki peraturan perundang-undangan mengandung
beberapa prinsip yaitu :°

a. Peraturan perundang-undangan yang paling tinggi posisinya

dapat menjadi prinsip hukum bagi peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, atau peraturan perudang-undangan
yang berada di bawahnya;

b. Peraturan perundang-undangan tingkatnya lebih rendah harus

menjadi prinsip hukum dari suatu peraturan perundang-

undangan yang tingkatannya lebih tinggi;

3 Maria Farida Indarti, limu Perundang-Undangan. (Yogyakarta: PT KANISIUS) 23.
4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2)
% Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta: Ull Press, 2005).

57.



c. Substansi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
tidak boleh berlawanan dengan substansi peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya;

d. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
derajatnya atau paling tidak dengan yang sederajat;

e. Peraturan perundang-undangan yang sama jika mengatur
substansi yang sama, maka peraturan terbaru wajib dijalankan,
meskipun tidak secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang
lama dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur substansi
lebih khusus wajib dikhususkan dari peraturan perundang-
undangan yang lebih universal.

Berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan di atas
yang dimaksud dengan “hierarki” adalah pejenjangan setiap macam
Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan pada asas bahwa
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan
dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan diaturnya
beberapa peraturan diatas diharapkan baik pemerintah ataupun Presiden,
dalam membuat peraturan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya.
Namun, realitanya tidak sedikit pula suatu peraturan bertentangan dengan

peraturan diatasnya.®

® Imam Soebechi. Op. Cit. 115.



BPJS Kesehatan adalah layanan kesehatan yang diberikan oleh
pemerintah untuk mengatasi kesenjangan kesehatan antar daerah. Sistem
yang digunakan oleh BPJS yakni sistem asuransi kesehatan bagi seluruh
rakyat Indonesia, dimana setiap individu akan membayar iuran perkategori
mereka berada. Pada Januari 2005 PT. Akses dipilih untuk mengaplikasikan

Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Selanjutnya dibentuk Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
(Askeskin) dengan menetapkan masyarakat tidak mampu sejumlah 60 juta
jiwa dengan preminya dibayarkan negara. Tahun 2011 pemerintah
menetapkan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPS. UU tersebut mengatur
mengenai penyelenggaraan jaminan sosial untuk mengatur seluruh
masyarakat Indonesia. Dibentuknya BPJS jumlah peserta yang terdaftar
terus bertambah. 2017 jumlah peserta mencapai 187,98 juta jiwa dengan
persentase 72,97% dari jumlah penduduk Indonesia.

Pada 24 Oktober 2019, Presiden meneken Perpres No. 75 Tahun
2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018
Tentang Jaminan Kesehatan. Perpres tersebut mengatur mengenai kenaikan
iuran BPJS yang berlaku pada 1 Januari 2020. Mendengar kebijakan ini
tidak sedikit pula yang menolak kebijakan pemerintah. Bukan hanya
masyarakat saja melainkan para pakar hingga anggota DPR yang menilai
kebijakan pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS di masa pandemi

kuranglah tepat.



Dengan defisit negara yang semakin membengkak maka
pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS di masing-masing kelas.
Kelas | dan Il naik 100% sedangkan kelas Il naik 65%. Kelas | yang
awalnya Rp. 80.000 naik menjadi Rp. 160.000, kelas Il yang awalnya Rp.
51.000 naik menjadi Rp. 110.000, kemudian kelas 111 yang awalnya Rp.
25.000 naik menjadi Rp. 42.000.”

Sebuah lembaga berbasis sosial yakni KPCDI (Komunitas Pasien
Cuci Darah Indonesia) mengajukan pengujian materiil terhadap Perpres
Nomor 75 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung. KPCDI merasa dirugikan
dengan kebijakan yang dibuat pemerintah dan menilai kebijakan tersebut
tidaklah logis, tidaklah manusiawi dan tidaklah sesuai dengan Pasal 17 ayat
3)

“Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan
perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak.”

Uji materiil pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019, Mahkamah Agung
memutuskan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan (2) mengenai kenaikan iuran BPJS
dibatalkan dan tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Mahkamah
Agung berpendapat penyebab defisit BPJS adalah sistem managemen atau
tata kelola BPJS secara keseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung disambut baik oleh masyarakat terutama

lembaga KPCDI, selang beberapa bulan, kenaikan iuran kembali diatur

" Lulus Wijayanti, Zulfia Nur, dkk, Dampak Kebijakan Kenaikan luran BPJS Terhadap Pengguna
BPJS. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 4 No. 1, Maret 2020. 59-61.
8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Ssitem Jaminan Sosial Nasional



dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dengan peletakkan pada Pasal yang
sama yakni Pasal 34 ayat (1) dan (2). Pemerintah mengikuti putusan MA
dengan menetapkan iuran pada peraturan sebelumnya selama tiga bulan
yakni April, Mei, Juni 2020. Untuk dibulan Juli kenaikan iuran kembali naik
dengan rincian kelas | sebesar 35.0000, kelas Il sebesar 100.000, dan kelas

111 sebesar 150.000.

Melihat substansi iuran dalam Perpres No. 64 Tahun 2020,
masyarakat mengajukan uji materiil kembali. Namun, berbeda dengan
putusan judicial review sebelumnya, MA dalam judicial review Perpres No.
64 Tahun 2020 memutuskan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan diatasnya. Dalam Putusan MA No. 41 P/HUM/2020
berpendapat bahwa norma Pasal 34 ayat (1) dan (2) telah diuji dalam perkara
HUM sebelumnya dan menjadi acuan pada Perpres No. 64 Tahun 2020.
Putusan MA No. 7P/HUM/2020 membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan (2)
Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran bagi peserta PBPU dan
BP.

Kebijakan pemerintan  dengan menaikkan iuran memang
memberikan dampak positif terlihat dari keberhasilan BPJS membayar
klaim rumah sakit selama Januari hingga Agustus 2020. Disisi lain perlu
diperhatikan bahwa pembayaran klaim tidak sampai disitu saja melainkan
terdapat pembayaran klaim kedepannya. Jangan sampai kenaikan iuran
hanya menyelesaikan problem keuangan BPJS untuk sementara saja.

Permasalahan defisit anggaran BPJS dengan membebankan iuran kepada



masyarakat bukan solusi yang tepat terlebih ditengah pandemi yang
memberikan dampak keadaan ekonomi melemah.

Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, kenaikan iuran BPJS,
merupakan kewenangan pemerintah yakni Presiden. Hal ini terdapat dalam
UUD NRI 1945 Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Implikasi atas
putusan MA ada tiga yakni : mencabut, mengubah, dan melaksanakan.
Dalam kewenangannya Presiden memilih untuk mengubah peraturan pada
Perpres No 64 Tahun 2020 dengan memberikan subsidi pada kelas IlI.
Pemerintah menaikan iuran BPJS bertujuan untuk memperbaiki tatakelola
asuransi kesehatan, meneken tingkat tunggakan dalam kepesertaan.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Muhammad Fauzan
menilai Presiden Jokowi berwenang menaikkan kembali iuran BPJS, meski
bertentangan dengan putusan MA. “Undang-undang produk DPR dan
Presiden, kalau salah satu bagian dari undang-undang itu misalnya
dibatalkan, mestinya setiap warga negara menghormati. Suatu DPR atau
Presiden mengatur hal yang sebenarnya sudah dibatalkan namun dalam
produk yang lain, undang-undang yang lain itu juga enggak jadi masalah
kalau bicara kewenangannya”.®

Peran pemerintah dalam pelaksanaan kesehatan berperan aktif

dalam pelaksanaan kesehatan masyarakat tercantum dalam Pasal 14 ayat (1)

® Morteza Syariati Albanna “Pakar Hukum Nilai Jokowi Berhak Naikkan Lagi Iuran BPJS”,
https://www.tagar.id/pakar-hukum-nilai-jokowi-berhak-naikkan-lagi-iuran-bpjs; Tagar.id. diakses
tanggal 26 Januari 2020.



https://www.tagar.id/pakar-hukum-nilai-jokowi-berhak-naikkan-lagi-iuran-bpjs

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi
“Pemerintah bertanggung  jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya
kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat”.

Beradsarkan bunyi pasal diatas, maka kebijakan pemerintah
menaikkan kembali iuran BPJS pasca putusan MA No. 7P/HUM/2020 tidak
selaras dengan pasal diatas, besaran iuran yang telah dirubah tidak
terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengujian
kembali Perpres No. 64 Tahun 2020 di MA.

Untuk dapat bekerja dengan baik maka pemerintah dapat bertindak
dengan cepat dan dengan inisiatif sendiri, sehingga pemerintah diberikan
kewenangan dengan istilah freies ermessen. Dengan kewenangan freies
ermessen negara memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan
tindakan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kata freies berarti orang yang bebas, sedangkan kata ermessen
berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan
atau keputusan. Menurut Hans J. Wolf dalam bukunya Verwaltungsrecht I,
yang dikutip oleh Marcus Lugman, ia menyatakan bahwa freies Ermessen,
tidak boleh dimaknai secara berlebihan, seolah-olah pejabat administrasi
negara boleh berbuat sewenang-wenang atau dengan landasan yang tidak
jelas. Sehingga menurut Hans J. Wolf lebih baik dikatakan mereka berbuat

berlandaskan kebijaksanaan.



Dimuatnya kembali norma yang telah dibatalkan MA ke dalam
peraturan perundang-undangan, mengakibatkan tidak berlakunya sifat erga
omnes. Konsep erga omnes di praktekkan MA yang putusannya bersifat
final dan mengikat. Artinya putusan MA saat itu juga mendapatkan
kekuatan hukum tetap saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang
dapat ditempuh lagi. Putusan mengikat secara erga omnes bukan saja
mengikat para pihak namun wajib dipatuhi terhadap siapapun.®

Hal ini disebabkan batu uji pengujian adalah peraturan perundang-
undangan tertulis yang bersifat mengatur dan umum. Sehingga jika Majelis
Hakim Agung memeriksa permohonan dan menerima substansi ayat, pasal,
dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang maka seluruh masyarakat secara langsung terikat pada putusan
tersebut.t!

Selain Asas Erga Omnes, terdapat pula Asas Praduga Rechmatig,
putusan judicial review adalah putusan final yang berkekuatan hukum tetap
ketika putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka dan tidak berlaku
surut. Konsekuensi dari ketidak absahan peraturan perundang-undangan
disebabkan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tidaklah berlaku surut melainkan bersifat prospektif (berlaku ke
depan) saat diputuskan berlawanan oleh pengadilan tidak retroaktif. Hal ini

dikarenakan  pengujian  peraturan perundang-undangan tercantum

10 Moza Dela Fudika dan Ellydar Chaidir, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam
Perumusan Norma Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Kodifikasi Jurnal VVol. 1 No 1. Januari 2019. 78.

11 Imam Soebechi. Op. Cit. 172.



kepentingan umum yang lebih besar. Kepentingan tersebut bukan saja

mengenai pihak yang berperkara.

Pada Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang Kenaikan luran BPJS
pada masing-masing kelas sebesar :
(1) luran bagi peserta kelas 111 sebesar 42.000;
(2) luran bagi peserta kelas Il sebesar 110.000

(3) luran bagi peserta kelas | sebesar 160.000

Sedangkan pada Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan
luran BPJS pasca dibatalkan MA, iuran BPJS pada masing-masing kelas
sebesar :

(1) luran bagi peserta kelas Il sebesar 42.000 dengan subsidi dari
pemerintah sebesar 16.500 sehingga para peserta hanya membayar
sebesar 25.500 selama 2020. Untuk 2021, subsidi pemerintah
sebesar 7.000 sehingga peserta hanya membayar 35.000

(2) luran bagi peserta kelas Il sebesar 100.000, berlaku pada 1 Juli 2020

(3) luran bagi peserta kelas | sebesar 150.000, berlaku pada 1 Juli 2020

(4) Untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 iuran peserta pada
masing-masing kelas sebesar :

a. 42.000 untuk kelas I11

b. 110.000 untuk kelas Il

12 Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-
Undangan Di Bawah Undang-Undang”, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol. 3, No. 3 (Agustus,
2016), 11-13.



c. 160.000 untuk kelas I
(5) Untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020 iuran peserta pada masing-
masing kelas sebesar :
a. 25.5000 untuk kelas I11
b. 51.000 untuk kelas 11

c. 80.000 untuk kelas |

MA memang sudah membatalkan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang
memberikan konsekuensi kepada pemerintah untuk menggunakan skema
iuran BPJS yang lama, namun hal ini tidak membuat hilangnya kewenangan
pemerintah yakni Presiden untuk mengatur mengenai perubahan iuran BPJS
dalam Perpres yang berbeda pasca putusan MA. Seharusnya untuk saat ini
Presiden cukup mengatur BPJS dalam hal ini managementnya yang
bermasalah dan membuat regulasi mengenai kontribusi masyarakat agar
disiplin dalam membayar iuran.

Permasalahan defisit bukanlah permasalahan yang baru terjadi,
melainkan permasalahan yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Solusi yang ditawarkanpun sama yakni menaikkan iuran tanpa
meningkatkan pelayanan. Maka dapat disimpulkan bahwa, menaikkan iuran
untuk mengatasi defisit merupakan solusi yang bersifat sementara.
Sehingga, ketika masyarakat mendengar kebijakan pemerintah menaikkan
kembali iuran, masyarakat enggan untuk mengikuti kebijakan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan memang

terjadi dalam praktiknya, artinya tidak sesuai dengan peraturan dan teori



B.

yang ada. Ketika putusan MA tidak diindahkan meskipun sifat putusan dari
pengujian judicial review bersifat mengikat untuk umum serta secara
hierarki bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya
namun, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tetap berjalan sampai sekarang.
Kondisi seperti ini mengakibatkan putusan Mahkamah Agung seolah-olah
tidak mempunyai makna, karena tidak ada sanksi terhadap masyarakat
maupun lembaga pembentuk undang-undang yang tidak mematuhi dan
tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung. Olehkarena itu penulis
ingin meneliti dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Penormaan Yang
Telah Dibatalkan MA No. 7P/HUM/2020 Tentang Pembatalan Kenaikan
luran BPJS”
Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Ildentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, terkait
putusan Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil, terdapat beberapa
persoalan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Kekuatan putusan Mahkamah Agung berdasarkan asas-asas yang
melandasi hukum acara judicial review;
2. Kedudukan Perpres dengan putusan Mahkamah Agung berdasarkan
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan;
3. Kewajiban konstitusional presiden dalam mengatur kesejahteraan

masyarakat;



4. Akibat hukum norma yang telah dibatalkan dimuat kembali dalam
Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan luran BPJS.
2. Batasan Masalah
Pembahasan pada persoalan yang lebih khusus bertujuan untuk
mendapat jawaban yang valid dan jelas serta tidak melebar, sehingga
penulis membatasi yang akan diteliti yaitu:

1. Kekuatan putusan MA No 7P/HUM/2020 berdasarkan asas-asas
yang melandasi hukum acara judicial review.

2. Akibat hukum norma yang telah dibatalkan dimuat kembali dalam
Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan luran BPJS.

C. Rumusan Masalah
Dengan demikian dapat dirumuskan pesoalan dalam tulisan ini
sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan putusan MA No 7P/HUM/2020 berdasarkan
asas-asas yang melandasi hukum acara judicial review ?

2. Bagaimana akibat hukum norma yang telah dibatalkan dimuat
kembali dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan
luran BPJS ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban terhadap persoalan

yakni :

1. Kekuatan putusan MA No 7P/HUM/2020 berdasarkan asas-asas

yang melandasi hukum acara judicial review.



2. Akibat hukum norma yang telah dibatalkan dimuat kembali dalam
Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan luran BPJS.
E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis
maupun secara praktis, yakni :
1. Secara Teoritis
Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi gagasan dalam menafsirkan sifat putusan MA dalam Hak
Uji Materiil. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan
untuk ditelaah oleh pihak-pihak yang memerlukan dalam bidang
Hukum Tata Negara dan hasil penelitian ini dapat menambah
kekayaan keilmuan dan juga diskusi ilmiah khususnya Program
Studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan petunjuk, sumbangan,
saran kepada lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung
untuk memaksimalkan kewenangan yang dimilikinya.
F. Kerangka Teoritik
1. Teori kewenangan
Kewenangan berasal dari kata wewenang yang bermakna
sebagai hak berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk

menjalankan sesuatu. Menurut Ateng Syafrudin terdapat perbedaan



pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa
yang disebut kekuasaan normal, kekuasaan yang berasal dari
undang-undang. Sementara wewenang hanya tentang suatu bagian
tertentu dari kewenangan. Wewenang adalah ruang lingkup
perbuatan hukum publik, ranah wewenang pemerintahan. Yang
bukan saja wewenang dalam mengeluarkan ketetapan pemerintah,
namun juga wewenang dalam rancangan penerapan tugas.™®

Wewenang secara yuridis adalah kapasitas yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan akibat
hukum.** Menurut H.D. Stoud wewenang adalah seluruh peraturan
yang berkaitan dengan persoalan dan pendayagunaan wewenang
pemerintah terhadap subyek hukum publik.t®

2. Teori freies ermessen

Freies Ermessen adalah media yang memberikan ruang
gerak terhadap pejabat administrasi negara untuk menjalankan
aktivitas tanpa harus terikat pada undang-undang. Penggunaan freies
ermessen tidak boleh berlawanan terhadap hukum yang sah baik
tertulis ataupun tidak tertulis dan hanya ditujukan untuk kepentingan
umum. Dalam penerapannya freies ermessen harus berpegang pada

aturan yang tidak boleh menimbulkan kerugian pada masyarakat.

13 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000. 22.

14 Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
2002). 68.

15 Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan
Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004. 4.



Sehingga untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari
pejabat harus ada pembatasan karena hal ini berkaitan dengan
pertanggungjawaban kepada masyarakat.®

Jenis peraturan kebijakan yang dihasilkan dari freies
ermessen dibedakan menjadi dua yakni terikat dan bebas. Untuk
yang terikat yakni membentuk peraturan perundang-undangan
dalam arti materiil pada suatu pihak dan dilain pihak membuat
ketetapan. Peraturan perundang-undangan dalam arti materiil adalah
peraturan perundang-undangan yang tingkat dan derjatnya dibawah
undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Menteri. Sedangkan yang bebas bentuknya adalah Surat
Edaran (SE), Pengumuman, Petunjuk Pelaksanaan.’

3. Teori Jenjang

Hans Kelsen menjelaskan, kaidah hukum itu berjenjang-
jenjang dan bertingkat-tingkat dalam susunan hierarki, makna
kaidah yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber
dan berlandaskan terhadap kaidah yang lebih tinggi lagi, demikian
seterusnya sampai suatu kaidah yang tidak dapat ditelusuri lebih
lanjut dan berciri khas hipotesis dan fiktif yaitu Kaidah Dasar. Maka

selalu dibentuk dan dihapus terhadap lembaga-lembaga yang berhak

16 Dyah Adriantini Sintha Dewi, Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan Dalam
Konsep Negara Kesejahteraan. Jurnal Yustisia. Vol. 5 No. 1. Januari-April 2016. 187.

17 Abdul Rasyid Thalib, Rahmat Bakri, Analisis Yuridis Asas Freies Ermessen Dalam
Menyelenggarakan Fungsi Pajak. Jurnal Garuda Legal Opinion. Vol. 5 No. 5. Oktober 2017. 3.



mengatur, sesuai kaidah yang lebih tinggi, maka kaidah yang lebih
rendah dapat diwujudkan berlandaskan kaidah yang lebih tinggi,
sehingga hukum menjadi berjenjang dan berlapis.'®

Adolf Merkl menjelaskan bahwa kaidah hukum itu ke atas,
ia berasal dan berlandaskan terhadap kaidah diatasnya, namun ke
bawah ia juga menjadi sumber serta menjadi landasan terhadap
kaidah hukum di bawahnya, suatu kaidah hukum memiliki daya
berlaku yang relatif, sehingga daya berlaku suatu kaidah hukum
bergantung terhadap kaidah hukum yang berada diatasnya. Jika
kaidah hukum diatasnya dicabut, maka landasan kaidah-kaidah
hukum yang dibawahnya turut tercabut juga.'®

4. Teori Nasikh Mansuk

Nasikh-Mansukh adalah unifikasi antara fa il (subjek) yakni
nasikh dan maf’ul (objek) yakni Mansukh. Nasik-Mansukh berasal
dari kata nasakha yang artinya memindahkan dari kitab ke kitab lain,
huruf ke huruf. Naskh juga dapat diartikan al-ibtal yakni mempunyai
makna menggugurkan atau al-izalah yang mempunyai makna
meghapuskan. Secara etimologi nasikh-mansukh berdasarkan
pandangan mayoritas ahli hukum Islam adalah pembatalan,

penghapusan, yang dilakukan secara syar’i terhadap sebagian

18 Aziz Syamsuddi, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang. Cetakan Pertama, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011). 14-15.
19 Maria Farida Indarti. Op., Cit. 40-41.



hukum syar’i dengan mengganti hukum syar’i lain yang turun
setelahnya.

Wahbah az-Zuhaili nasikh-mansukh terbagi menjadi dua
aspek. Aspek pertama naskh (penghapusan) oleh dalil-dalil syari’
(al-Qur’an dan sunnah) yang terbagi empat macam : naskh al-
Qur’an bi al-Qur’an (penghapusan ayat-ayat al-Qur’an dengan
ayat-ayat al-Qur’an yang lainnya), naskh al-Sunnah bi al-Sunnah
(menghapus sunnah Nabi dengan sunnah Nabi yang lainnya), naskh
al-Sunnah bi al-Qur’an (menghapus sunnah Nabi dengan ayat-ayat
al-Qur’an), naskh al-Qur’an bi al-Sunnah (menghapus Sebagian
ayat al-Qur’an dengan sunnah Nabi).?°

G. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan refrensi yang telah penulis lakukan, pengkajian
tentang kekuatan putusan MA, belum ada yang mengkaji baik karya tulis
ataupun tulisan ilmiah. Namun ada beberapa karya yang mengkaji tentang
kekuatan putusan MK dan karakteristik putusan bersyarat, sedangkan
penulis ini berfokus kepada kekuatan putusan MA dalam hal putusan
pembatalan Perpres yang mengatur kenaikan iuran BPJS yang kemudian
dibuat kembali oleh Presiden dengan substansi yang telah dibatalkan oleh

MA.

20 Zainul Mun’im, Teori Nasikh-Mansukh Al-Qur’an Sebagai Pembaharuan Hukum Islam Dalam
Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na’im Dan Muhammad Syahrur. Jurnla Pemikiran Hukum. Vol. 2
No 1. 2014. 6-8.



Naskah publikasi yang disusun oleh Fista Prilia Sambuari dari
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado yang berjudul
“Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi.”
Rumusan masalah yang diajukan tentang Eksistensi putusan MK dalam
peraturan perundang-undangan, kekuatan putusan MK dalam judicial
review, implikasi hukum putusan judicial review oleh MK. Hasil
penelitiannya adalah eksistensi putusan MK dalam peraturan perundang-
undangan, seluruh peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu berdasarkan
kemampuan dan ranah kewenangannya. Status putusan MK dinilai setara
dengan UU karena putusan MK mengeluarkan perundang-undangan yang
akan berlaku setelah adanya pembatalan putusan. Putusan MK bersifat
declaratoir dan constitusief, putusan mengenai pernyataan apa yang
menjadi hukumnya dan sekaligus dapat menghilangkan kondisi hukum dan
mewujudkan suatu kondisi hukum baru. Putusan perkara judicial review
merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap ketika
putusan diputuskan dan tidak berlaku surut.?:

Naskah publikasi yang disusun oleh Moza Dela Fudika dan Prof. Dr.
Hj. Ellydar Chaidir dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam
Perumusan Norma Peraturan Perudangan Di Indonesia Oleh Dewan

Perwakilan Rakyat”. Rumusan masalah yang diajukan mengenai putusan

21 Fista Prilia Sambuari, Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Kontitusi. Jurnal Lex
Administratum. Vol I No 2. April-Juni 2013. 18-21.



yang telah diputus MK yang tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat
dimuat kembali dalam UU yang diubah namun mengatur hal yang sama oleh
pembuatn UU. Hasil penelitiannya adalah putusan final dan mengikat MK
nyatanya sering tidak dipatuhi oleh lembaga pembentuk undang-undang dan
pemerintah yang berkuasa. Seringnya putusan MK yang tidak dipatuhi
disebabkan lembaga MK tidak memiliki aparat dalam memaksa pemerintah
dan lembaga pembentuk undang-undang serta masyarakat untuk
menjalankannya. Implikasi putusan MK yang sering diabaikan
mengakibatkan putusan MK menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berdasarkan Negara hukum yang demokratis, menjalankan putusan MK
merupakan hal kewajiban terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-
hak konstitusional warga Negara.??

Naskah publikasi yang disusun oleh Widyati dari Dosen Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang yang berjudul
“Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Tentang Pengujian Undang-Undang”. Rumusan masalah yang diajukan
tentang solusi agar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-
Undang terhadap Undang-Undang Dasar dapat ditaati atau dipatuhi oleh
pembentuk undang-undang. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan
putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan dan ditindaklanjuti oleh DPR
dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Terdapat

kendala dalam pelaksanaan Mahkamah Konstitusi, dan tidak ada sanksi bagi

22 Moza Dela Fudika dan Ellydar Chaidir., Op. Cit. 69-70.



lembaga pembentuk undang-undang yang mengabaikan dan tidak
mematuhi putusan tersebut. Hal ini karena Mahkamah Konstitusi tidak
memiliki instrumen atau lembaga eksekutor yang menjamin implementasi
putusannya. Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki daya paksa dan tidak
dapat mengeksekusi sendiri putusannya.?

Adapun penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan
penelitian-penelitian yang telah tersebut diatas. Penelitian ini lebih kepada
memahami keberadaan Perpres yang bertentangan dengan putusan
Mahkamah Agung dalam Hak Uji Materiil. Selama ini Penelitian-penelitian
seringkali menguji putusan MK yang tidak dipatuhi. Sedangkan sangat
penting juga mengkaji putusan MA yang tidak dipatuhi baik itu oleh
masyarakat maupun lembaga pembuat undang-undang. Sehingga ini akan
berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Penelitian adalah penelitian jenis hukum normatif. Menurut

Soerjono dan Sri mamoedji penelitian hukum normatif adalah

penelitian hukum yang dilakukan melalui cara meneliti bahan

kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian terhadap
asas-asas hukum, sistematika hukum, menyesuaikan vertikal dan

horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.?* Pada

2 Widyati, “Problem Ketidakpatuan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian
Undang-Undang”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. IV, No. 1 (Januari-April, 2017).

24 Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. 2
(Jakarta: Kencana, 2018). 129.



penelitian hukum, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang
tertulis pada peraturan perundang-undangan yang dirancangkan
sebagai kaidah yang menjadi dasar bersikap oleh manusia yang
dianggap pantas.?
2. Pendekatan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai dua pendekatan yakni
pendekatan  perundang-undangan (statute approach), dan
pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-
undangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait
bagaiamana kekuatan putusan MA No 7P/HUM/2020 berdasarkan
asas-asas yang melandasi hukum acara, yang mana penulis akan
menganalisis sifat putusan Hak Uji Materiil MA terkait Perpres
sesuai dengan judul yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan
konseptual digunakan untuk memberikan pendekatan terkait isu
hukum dengan pandangan-pandangan atau doktrin yang
berkembang dalam hukum, hal ini berhubungan dengan implikasi
terhadap Perpres yang bertentang dengan Putusan MA perspektif

hukum administrasi dan hukum tata negara.

2 Amiruddin Dan Zainal Aksin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006). 118.



3. Bahan Hukum
3.1. Bahan hukum primer
Bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu yang memiliki
yuridiksi, yang terdiri atas perundang-undangan, risalah dalam
pembuatan undang-undang serta putusan hakim, dalam hal ini yaitu
: Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS, Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Perpres No. 64 Tahun
2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, serta putusan-putusan
yang berhubungan dengan isu hukum yakni putusan MA No.
7P/HUM/2020 Tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS dan
Putusan MA No. 41P/HUM/2020 mengenai ditolaknya judicial
review Perpres No. 64 Tahun 2020.
3.2. Bahan hukum sekunder
Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer seperti penerbitan tentang hukum yang bukan
termasuk dokumen-dokumen resmi. Penerbitan meliputi buku-buku
teks, kamu-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat-
pendapat terhadap putusan pengadilan.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan atau library research. Library research

merupakan metode berupa pengumpulan bahan-bahan hukum yang



diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki
relevansi dengan inti permasalahan, kerangka, dan ruang lingkup
dari isu hukum. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan
mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-udangan,
buku, hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum,
maupun pendapat dari para ahli hukum yang berhubungan dengan
isu hukum penelitian ini.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Data yang telah dikumpulkan baik data hukum primer
maupun sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis
kualitatif yaitu menganalisis teori-teori hukum yang umum
kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang terjadi.
Selanjutnya dilakukan teknik komparatif yaitu membandingkan
hasil deskripsi sebelumnya terhadap suatu pendapat dengan
pendapat lainnya. Kemudian teknik evaluatif disesuaikan dengan
keadaan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan pro kontra.
Teknik terkahir yakni menarik argumentasi yaitu penalaran atau
penjelasan yang yang rasional dan menghasilkan preskripsi.?
I. Sistematika Pembahasan
Untuk memberikan gambaran umum dan memberikan kemudahan
dalam menyusun tesis ini, maka penulis menguraikan secara sistematis yang

terdiri dari lima (5) bab, sebagai berikut :

26 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017). 44.



Bab I

Bab 11

berisikan pendahuluan yakni antara lain : latar belakang masalah,
berisikan kronologi adanya permasalahan dan layak untuk dikaji
lebih dalam. Kemudian identifikasi, merupakan kinerja pemilahan
bagian mana yang menjadi pembahasan dan bagian mana yang tidak
masuk penelitian. Ketiga batasan masalah diikuti rumusan masalah,
dimana menjadi titik fokus penelitian yang telah diulas oleh penulis
mengapa masalah ini layak untuk diteliti. Selanjutnya yakni tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu
dan sistematika pembahasan.

memaparkan tentang teori-teori yang terkait dengan judul, yakni
teori kewenangan pemerintah, teori freies ermessen, teori jenjang

norma, dan teori Nasakh-Mansukh.

Bab Il menjelaskan rumusan masalah pertama tentang kekuatan putusan

MA No. 7P/HUM/2020 asas-asas yang melandasi hukum acara.
Selain itu ditambah dengan penjelasan umum tentang tentang
kedudukan dan kewenangan MA, Analisis terhadap Hak Uji
Materiil tentang kenaikan iuran BPJS, Asas-Asas yang melandasi
hukum acara, Model dan pelaksanaan putusan MA, analisis putusan

hukum berdasarkan No. 7P/HUM/2020.

Bab IV memaparkan rumusan masalah kedua mengenai akibat hukum

norma yang telah dibatalkan. Ditambah dengan penjelasan
mengenai akibat hukum penerapan Perpres No. 64 Tahun 2020

pasca putusan MA No. 41P/HUM/2020.



Bab V berisi merupakan kesimpulan dan saran penulis atas rumusan
masalah yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut didasarkan pada
bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan
teori-teori, doktrin dan juga ajaran yang relevan, agar dapat
menjawab rumusan masalah. Setelah itu dipaparkan lebih lanjut
mengenai saran atas kesimpulan tersebut, sehingga dapat digunakan

sebagai materi atau rujukan terkait isu hukum yang sama.



BAB I
LANDASAN TEORI
A. Teori Kewenangan

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang
disebut dengan wewenang pemerintahan menjadi landasan legitimasi untuk
bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi, tidak
ada suatu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak dilandasi pada
wewenang yang sah. Suatu tindakan pemerintah yang tidak dilandaskan
pada wewenang dapat berdampak tindakan pemerintah yang sewenang-
wenang (willekeur).

1. Arti Kewenangan

Istilah wewenang berasal dari kata “authority” (Inggris) dan “gezag”
(Belanda). P. Nicolai menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan adalah
kapasitas untuk menjalankan tindakan hukum tertentu. Tindakan yang
dimaksudkan untuk memunculkan akibat hukum, dan melingkupi tentang
timbul dan hilanglah akibat hukum. Wewenang pemerintahan disimpulkan
adanya hak dan kewajiban dari pemerintah untuk menjalankan tindakan
pemerintah.

Selanjutnya, H.D. Stout berpendapat bahwa wewenang berasal dari
pengertian hukum lembaga pemerintahan, secara keseluruhan aturan-aturan
yang berkaitan dengan pencapaian dan pelaksanaan wewenang pemerintah
oleh subjek hukum publik dalam hubungan-hubungan publik. Sedangkan L.

Tonnaer berpandangan bahwa kewenangan pemerintah dalam ranah ini
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dianggap sebagai keahlian untuk menjalankan hukum positif, sehingga
dapat dibentuk suatu relasi hukum antara pemerintah dan warga negara.’

Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraannya tidak lepas dari
penerapan asas legalitas dalam konsep negara hukum yang demokrasi
berlandaskan negara hukum. Asas legalitas adalah sebuah asas mendasar
yang dijadikan sebagai landasan dalam setiap pengelolaan pemerintahan di
setiap negara yang berpaham konsep negara hukum.

Konsep negara hukum, wewenang pemerintah bersumber dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana menurut
Huisman dalam Ridwan HR, bahwa lembaga pemerintahan tidak dapat
menganggap ia mempunyai wewenang pemerintahan sendiri. Kewenangan
hanya atribusi dari undang-undang. Penyusun undang-undang bukan hanya
memberikan wewenang pemerintahan kepada lembaga pemerintahan,
namun juga terhadap para pegawai atau badan hukum.

Secara umum wewenang merupakan kewenangan untuk
menjalankan  seluruh kegiatan hukum publik. Menurut Prajudi
Atmosudirdjo landasan wewenang pemerintahan dapat dijelaskan dalam
dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan hal ihwal
pemerinatahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi

ketetapan yang hendak diambil oleh lembaga pemerintah lainnya.?

1 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan
Layanan Publik, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017). 136.
2 Aminuddin llmar, Hukum Tata Pemerintahan. (Jakarta: KENCANA, 2014). 102-107



Dengan istilah lain wewenang merupakan kewenangan yang
memiliki dasar untuk mengambil tindakan hukum agar tidak memunculkan
implikasi hukum, seperti timbulnya kesewenang-wenangan. Dalam
praktiknya, aktualisasi kewenangan pemerintahan itu dijalankan oleh
pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan, maka pemerintah tidak
dapat menjalankan tindakan pemerintahan.

2. Sifat Wewenang

Safri Nugraha dkk, berpandangan bahwa sifat wewenang
pemerintahan terdiri dari tiga aspek yakni, selalu mengikat pada masa
tertentu, selalu patuh pada batas yang ditentukan, dan penerapan wewenang
pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum
pemerintahan yang baik). Karakter wewenang yang selalu terikat pada masa
tertentu ditentukan dengan jelas dan tegas melalui peraturan perundang-
undangan.

Karakter wewenang yang berhubungan dengan batas wilayah
wewenang pemerintahan yang selalu patuh pada batas yang telah ditentukan
berhubungan erat dengan batas wilayah kewenangan dan batas lingkup dari
substansi kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkaitan erat
dengan muatan penguasaan absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.

Literatur terdapat pembagian terkait sifat wewenang pemerintahan
yaitu bersifat terikat, dan bebas, teutama dalam hubungannya dengan

kewenangan penyusunan dan penerbitan ketetapan oleh lembaga

% 1bid., 108-109.



pemerintahan sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan
bebas, Indroharto berpandangan bahwa :*

a. Kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi jika
peraturan dasarnya menetapkan kapan dan dalam situasi yang
bagaimana wewenang tersebut dapat dipakai sedikit banyak
menentukan tentang substansi dari ketetapan yang harus diambil.
Jika peraturan dasar menentukan substansi dari ketetapan yang harus
diambil secara terperinci, maka wewenang pemerintahan seperti itu
merupakan wewenang yang terikat.

b. Kewenangan pemerintahan yang bersifat fakultatif, terjadi pada
pejabat tata usaha negara yang berkepentingan tidak wajib
mengaplikasikan wewenangnya atau terdapat alternatif, meskipun
alternatif tersebut hanya dapat dijalankan pada keadaan tertentu
sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

c. Kewenangan pemerintahan bersifat bebas, yakni Ketika peraturan
dasarnya memberi kebebasan kepada pejabat tata usaha negara untuk
menentukan sendiri mengenai isi dari ketetapan yang akan
dikeluarkannya atau pada peraturan dasarnya memberikan ruang
lingkup kebebasan  kepada pejabat tata usaha negara yang
bersangkutan.

Philipus M. Hadjon mengutip pendapat dari N.M. Spelt dan J.BJ.M.

ten Berge membagi kewenangan bebas pemerintahan dalam dua jenis, yaitu

4 Op. Cit., Juniarso Ridwan. 140.



kebebasan dalam kebijakan dan kebebasan dalam penilaian. Kewenangan
dalam kebijakan jika peraturan perundang-undangan memberikan
wewenang tertentu kepada lembaga pemerintahan, sedangkan lembaga
pemerintahan bebas untuk (tidak) memanfaatkannya walaupun syarat-
syarat bagi pemanfaatannya secara sah dipenuhi.

Adapun kebebasan dalam melakukan evaluasi berdasarkan hukum
diberikan kepada lembaga pemerintahan untuk mengevaluasi secara
mandiri dan khusus apakah syarat-syarat terhadap pelaksanaan suatu
wewenang secara sah telah dipenuhi. Philipus M. Hadjon menetapkan dua
jenis diskresi yakni : pertama, kewenangan untuk memutus secara mandiri;
dan kedua, kewenangan pemahaman terhadap norma-norma samar dalam
peraturan perundang-undangan.®
3. Kebebasan Pemerintah (freies ermessen)

Diskresi dari segi bahasa adalah kebijaksanaan, keleluasaan,
penilaian, kebebasan. Kewenangan diskresi adalah kewenangan bagi
pejabat publik dalam bersikap berlandaskan terhadap kebijakan,
pertimbangannya sendiri dan kekuasaan pejabat dalam menentukan apakah
mengambil pilihan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Dasar
menjalankan diskresi terdapat dalam UUD 1945 ayat 4 ayat (1) yakni
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut

Undang-Undang Dasar.” Kewenangan tersebut merupakan kewenangan

5 Op. Cit., 111



atribusi yang diberikan pemerintah yakni Presiden dalam menjalankan
kekuasaan pemerintahan.

Dalam bentuk pengelolaan pemerintahan untuk memperoleh
kesejahteraan masyarakat, pejabat administrasi Negara selalu melaksanakan
berbagai aktivitas yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan atau
dalam Hukum Administrasi Negara sering disebut dengan istilah
Perbuatan/Tindakan Pemerintah. Menurut Van Poelje, perbuatan
pemerintah atau perbuatan administrasi negara adalah langkah-langkah
hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam melaksanakan fungsi
pemerintahan. Sedangkan menurut Romeyn, tindakan-tindakan atau
perbuatan dari satu alat perlengkapan pemerintahan yang bermaksud untuk
menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi.®

Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada, namun
terkadang karena perkembangan dan tuntutan keadaan, tidak semua
peraturan perundang-undangan siap dan mampu mengatasi masalah. Hal ini
disebabkan pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan
waktu yang cukup lama, sedangkan disisi lain pemerintah dituntut harus
berbuat sesuatu, namun peraturan perundang-undangan yang tersedia tidak
memadai, sehingga timbul kekosongan hukum.

Pejabat Administrasi Negara sebagai penyelenggara pemerintahan

diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan yang disebut Diskresi

& Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha llmu, 2012). 102.



atau Freies Ermessen. Diberikannya kewenangan tersebut, agar pemerintah
tidak berbuat sewenang-wenang, perlu rambu-rambu dalam melaksanakan
kewenangan untuk membuat suatu aturan karena kebutuhan, diantaranya :
Pertama, keleluasaan Administrasi Negara untuk melakukan inisiatif
sendiri; Kedua, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mendesak
yang belum ada aturannya; Ketiga, harus dapat dipertanggungjawabkan.’

Freies Ermessen menurut Diana Halim Koentjoro sebagai
kemerdekaan bertindak Administrasi Negara atau pemerintah (eksklusif)
untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan
yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum
ada. Sedangkan menurut Esmi Warasih, dalam pelaksanaan kebijakan
publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk
menyesuaikan dengan situasi dimana mereka berada, lebih utama dalam
mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik.

Prajudi Atmosudirjo, mengartikan diskresi sebagai kebebasan untuk
mengambil kebijakan atau tindakan dari pejabat publik yang berwenang.
Terdapat hubungan antara koordinasi dan diskresi dengan kebijaksanaan.
Kebijaksanaan merupakan landasan untuk melaksanakan dan mengambil
keputusan atau tindakan. Sedangkan diskresi digunakan untuk menetapkan

kebijakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.®

7 Johan, Teuku Saiful Bahri. “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Dalam Tataran
Reformasi Ketatanegaraan Indonesia)”. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
& Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), 82, 103.



Menurut Sjachran Basah, pejabat publik memiliki kewenangan
dalam menentukan kebijakan-kebjakan (diskresi), tindakannya harus dapat
dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun hukum. Sjachran Basah
memberikan syarat-syarat freies ermessen :°

a. Dimaksudkan untuk menjalankan tugas-tuga pelayanan publik;

b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;

c. Tindakan dimungkinkan oleh hukum;

d. Tindakan diambil dengan inisiatif sendiri;

e. Tindakan diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan krusial
yang timbul secara tiba-tiba;

f. Tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada
Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Pada pengertian perbuatan pemerintah diatas terkait tujuannya,
ditekankan  pentingnya  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan
memperhatikan atau mementingkan kepentingan umum. Arti kepentingan
umum dijelaskan pada beberapa teori :1°

a. Teori kemanan yaitu : kepentingan masyarakat yang paling utama
adalah kehidupan yang aman dan sentosa.

b. Teori kesejahteraan yaitu : terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan
pokok manusia, seperti : pangan, sandang, kesehatan dan

kesempatan kerja.

® Teuku Saiful Bahri Johan, Op. Cit. 179.
10 Jum Agraini., Op. Cit. 102-103.



c. Teori efisiensi kehidupan : kepentingan utama masyarakat adalah
hidup secara efisien agar kemakmuran dan produktivitas meningkat,
yaitu sarana komunikasi yang baik, pusat informasi yang cepat dan
cermat, sarana Kesehatan dan pendidikan .

d. Teori kemakmuran bersama : kepentingan masyarakat yang utama
adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama, jika terjadi
ketegangang-ketegangan sosial dapat di kendalikan dengan baik dan
perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak melebar.

Dasar suatu kebijakan freies ermessen merupakan sesuatu yang
tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian freies ermessen (kebebasan)
terhadap pemerintah sangat dibutuhkan, bersamaan dengan munculnya
konsep Negara kesejahteraan (welfare state). Dengan konsep welfare state,
membuat pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mewujudkan
kesejahteraan sosial dengan cara pemerintah sering berperan dengan
kehidupan ekonomi dan sosial warga Negara.

4. Batasan-Batasan Dan Tanggungjawab freies ermessen

Dalam menjalankan penggunaan freies ermessen terdapat rambu-
rambu dalam pembentukan kebijakan pemerintah berlandaskan Hukum
Administrasi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),
terlebih pada asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas larangan

sewenang-wenang.!! Kebijakan pemerintahan bagian dari kebijakan yang

11 Teuku Saiful Bahri Johan., Op. Cit. 179-180.



menyeleweng jika didalamnya terdapat unsur sewenang-wenang dan
bertentangan dengan kepentingan umum.

Ada tidaknya unsur penyelewengan wewenang dilihat dengan asas
spesialitas, yaitu asas yang menetapkan wewenang diberikan kepada
lembaga pemerintahan dengan tujuan tertentu. Jika menyeleweng dari
tujuan diberikannya wewenang maka ditafsirkan sebagai penyalagunaan
wewenang. Unsur wewenang juga dilihat dengan asas rasionalitas. Suatu
kebijakan dikategorikan memuat unsur sewenang-wenang jika kebijakan
tersebut benar-benar tidak rasional atau tidak beralasan*2

Penyalahgunaan wewenang pada diskresi dapat dimintai
pertanggungjawabkan pada pejabat atasannya. Untuk masyarakat yang
merasa dirugikan dengan adanya diskresi, maka dapat diuji melalui gugatan
di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian
kebebasan (diskresi) bukan hanya memberi batas-batas penggunaan diskresi
melainkan juga dituntut untuk bertanggungjawab terhadap penggunaan
diskresi.

Dalam Undang-Undang Administrasi pemerintahan tidak mengatur
substansi sanksi jika ketentuan melapor kepada atasannya tidak dijalankan,
namun dengan adanya keharus melapor kepada atasan, paling tidak
mengurangi kesewenang-wenangan Pejabat Administrasi Pemerintahan.*®

Batasan penggunaan diskresi oleh Pejabat Pemerintah diatur dalam

12 1bid., 180.
13 Lutfil Ansori, Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintah, Jurnal Yuridis. Vol. 2 No. 1. Juni 2015. 6-7.



Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal
23, sebagai berikut :

a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan
Keputusan dan/atau Tindakan;

b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan
perundang-undangan tidak mengatur;

c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan
perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan

d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi
pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

B. Teori Jenjang Norma

Norma berasal dari kata nomos yang berarti nilai dan kemudian
dipersempit maknanya menjadi norma hukum. Dalam Bahasa Arab go idah
berarti ukuran atau nilai pengukur. Norma atau kaidah merupakan
pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi
kebolehan, anjuran, atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat
berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif sehingga mencakup norma
anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu,
dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan

sesuatu.

14 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 1.



Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum.
Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), artinya, suatu
norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang
lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma
yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu
Norma Dasar (Grundnorm).®® Istilah norma berasal dari Bahasa latin norm
yakni segala aturan yang harus dipatuhi seseorang dalam kaitannya terhadap
sesamanya ataupun dengan lingkungannya.

Menurut Hans Kelsen hierarki norma hukum terdiri atas :

a. Norma dasar (fundamental norms);

b. Norma umum (general norms);

c. Norma konkret (concrete norms).

Fundamental norms terdapat dalam konstitusi, general norms
terdapat dalam undang-undang, statute atau legislative acts, sedangkan
concrete norms terdapat dalam putusan pengadilan dan keputusan-
keputusan pejabat administrasi negara. Berlakunya norma dasar tidak
berdasar, tidak bersumber atau tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi
lagi namun berlakunya ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai

Norma Dasar yang menjadi landasan pada norma-norma yang berada

15 Maria Farida Indrati S., Op. Cit. 41
16 Jimly Asshiddigie., Op. Cit. 26.



dibawahnya, sehingga Norma Dasar dikatakan presupposed. Jika Norma
Dasar berubah, maka merusak sistem norma yang berada dibawahnya.!’

Teori jenjang norma hukum yang digagas olen Hans Kelsen
dikembangkan muridnya bernama Adolf Merkl menyampaikan bahwa
norma hukum memiliki dua wajah. Adolf Merkl berpandangan norma
hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya,
namun ke bawah ia juga menjadi dasar bagi norma hukum dibawahnya,
sehingga norma hukum memiliki masa berlaku yang relatif, berlakunya
norma hukum bergantung pada norma hukum yang berada diatasnya. jika
norma hukum yang berada diatasnya dihapus, pada dasarnya norma hukum
yang berada dibawahnya akan terhapus juga.'®

Hans Nawiasky, salah seorang murid yang mengembangkan teori
Hans Kelsen tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu
negara. Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis
dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara pun juga
berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum pada suatu
negara terdapat empat kategori besar yakni : Kelompok |
Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara); Kelompok Il :
Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara);
Kelompok 111 : Formell Gesetz (Undang-Undang ““formal”); Kelompok 1V :

Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan Aturan Autonom).

17 Mhd. Yusrizal Adi Syahputra, Kajian Yuridis Terhadap Penegasan Hieraraki Peraturan
Perundang-Undangan Di Indonesia Dalam Perspektif Stufen Theorie. Jurnal Mercatoria VVol. 9 No.
2, Desember, 2016. 100.

18 Maria Farida Indrati S., Op. Cit. 41-42.



Kategori norma hukum hampir selalu ada dalam tatanan norma hukum

setiap warga negara meskipun memiliki sebutan yang berbeda-beda ataupun

besaran norma hukum yang berbeda pada masing-masing kelompoknya °

1.

Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)

Norma hukum yang tertinggi merupakan kelompok pertama
dalam hierarki norma adalah Staatsfundamentalnorm. Hamid Attamimi
menyebutkan  sebutan  Staatfundamentalnorm dengan Norma
Fundamental Negara. Norma Fundamental Negara adalah norma paling
tinggi dalam suatu negara yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih
tinggi lagi, sehingga norma yang paling tinggi dibentuk oleh norma
yang lebih tinggi lagi maka tidak merupakan norma yang tertinggi.

Hans Nawiasky berpandangan, Staatsfundamentalnorm adalah
norma yang menjadi landasan terhadap penyusun konstitusi atau UUD.
Keberadaan  Staatsfundamentalnorm merupakan sebagai syarat
berlakunya suatu konstitusi dan lebih dulu dari konstitusi suatu negara.
Berdasarkan  teori  Nawiasky, A. Hamid S. Attamimi
membandingkannya dengan teori kelsen dan menerapkannya pada
struktur tata hukum Indonesia.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma
(Stufentheorie) oleh Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (die
Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen) oleh Hans Nawiasky .

Persamaannya adalah keduanya menjelaskan bahwa norma itu

19 1bid. 44-45.



berjenjang, artinya suatu norma berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma diatasnya, norma diatasnya berlaku lagi, demikian berikutnya
sampai pada norma yang paling tinggi dan tidak dapat ditelusuri lagi
sumber dan asalnya, namun bersifat yang seharusnya dan dapat
diterima.

Sedangkan perbedaannya adalah 1) Hans Kelsen tidak
mengklasifikasikan norma-norma, sedangkan Han Nawiasky
mengklasifikasi norma-norma kedalam empat golongan yang berbeda;
2) Teori Hans Kelsen menjelaskan jenjang norma secara umum yang
berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara),
berbeda dengan Hans Nawiasky menjelaskan teori jenjang norma

secara lebih khusus, dihubungkan dengan negara.?°

. Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara (Staatsgrundgesetz)

Menurut Hans Nawiasky Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok
Negara dapat dimasukkan dalam dokumen negara yang disebut
Staatsverfassung, atau dapat dimasukkan dalam dokumen negara yang
tersebar pada Staatsgrundgesetz. Dalam Negara Republik Indonesia
Aturan Dasar Negara berada dalam batang tubuh UUD 1945 dan
Ketetapan MPR, serta di dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang disebut
Konvensi Ketatanegaraan.

Aturan Dasar Negara adalah dasar terhadap penyusunan

Undang-Undang dan peraturan lainnya yang lebih rendah. Dalam

20 |bid., 46-47



penjelasan UUD 1945 Staatsgrundgesetz disebut dengan istilah Aturan-
aturan Pokok yang dirumuskan dalam Penjelsan Umum Angka 1V
UUD 1945. Aturan Dasar Negara yang lainnya adalah ketetapan-
ketatapan MPR yang menjadi garis-garis Haluan negara.

Namun sejak dijalankannya perubahan UUD 1945, tidak ada
ketetapan MPR yang bersifat peraturan, sehingga ketetapan garis-garis
haluan negara menjadi kewenangan Presiden. Aturan Dasar Negara
lainnya yakni Konvensi Ketatanegaraan merupakan hukum dasar
tertulis yang berkembang dan terpelihara dilingkungan masyarakat.
Hukum Dasar tidak tertulis dicantumkan dalam Penjelasan Umum
Angka | UUD1945. Contoh Hukum Dasar tidak tertulis yang berlaku di
Indonesia adalah kebiasaan penyelenggaraan Pidato Kenegaraan oleh
Presiden pada tanggal 16 Agustus.?!

3. Undang-Undang Formal (Formell Gesetz)

Norma-norma dalam undang-undang sudah merupakan norma
hukum yang lebih berwujud dan terinci, serta berlaku secara langsung
dalam masyarakat. Norma-norma hukum dalam undang-undang bukan
hanya norma yang bersifat individu namun terdapat pula norma hukum
berpasangan, sehingga terdapat norma hukum sekunder dan primer,
maka dalam undang-undang telah dimuat norma-norma yang bersifat

hukuman, baik hukuman pidana maupun hukuman pemaksa.??

21 |bid., 48-51.
22 |bid., 51-52.



4. Peraturan Pelaksanaan Dan Peraturan Otonom

Norma hukum vyang terkahir adalah peraturan pelaksana
(Verordung) dan peraturan otonom (Autonome Satzung). Peraturan
Pelaksanaan dan Peraturan Otonom adalah peraturan yang berada di
bawah undang-undang untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang. Peraturan pelaksanaan berasal dari kewenangan
delegasi sedangkan Peraturan otonom berasal dari kewenangan atribusi.

Atribusi Kewenangan dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan adalah pelimpahan kewenangan menyusun peraturan
perundang-undangan yang diberikan oleh Grondwet (UUD) atau wet
(UU) kepada lembaga negara/pemerintahan. Kewenangan tersebut
melekat terus menerus dan dapat dijalankan atas inisiatif sendiri sesuai
dengan batas-batas yang diberikan.

Delegasi  kewenangan dalam pembentukan Peraturan
Perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan membentuk
peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pertauran
perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas
maupun tidak. Kewenangan delegasi tidak diberikan, melainkan
“diwakilkan” yang bersifat sementara dalam arti kewenangan dapat

dijalankan selama pelimpahan masih ada.?®

2 |bid., 55-56.



Attamimi menunujukkan susunan hierarki tata hukum Indonesia
dengan teori Nawiasky, adalah :%
1. Staatsfundamentalnorm : Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun
1945)
2. Staatsgrundgesetz : Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan
Konvensi Ketatanegaraan
3. Formell gesetz : Undang-Undang
4. Verordnung en Autonome Satzung : Secara hierarkis mulai dari
Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.
Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan
norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi
dalam ranah spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah
superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferiori. Dalam tata hukum,
personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikoordinasikan
satu dengan lainnya, tetapi suatu hirerarki dari norma-norma yang memiliki
tingkatan berbeda. Kesatuan norma disusun oleh fakta bahwa pembuatan
norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi.
Pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih tinggi menjadi landasan

keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.?

24 1bid., 57.
% Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R1, 2006). 65.



Mafhud MD menjelaskan bahwa hierarki peraturan perundang-
undangan dapat melindungi stabilitas norma satu dengan yang lainnya. Asas
hukum pada undang-undang pertauran perundang-undangan yakni:

a. Asas lex superior derogate legi inferiori, peraturan tertinggi akan
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah jika mengatur
makna yang sama dan bertentangan.

b. Asas lex specialis derogate legi generalis, peraturan yang lebih
khusus mengesampingkan peraturan umum jika mengatur makna
yang sama dan bertentangan.

c. Asas lex posteriori derogate legi priori, peraturan yang baru akan

mengesampingkan peraturan yang lama.

Struktur hierarki peraturan perundang-undangan mempunyai
pedoman yang derajatnya berbeda-beda.?® Sistem norma hukum Indonesia
menetapkan bahwa Pancasila sebagai norma hukum tertinggi urutan jenjang
dibawahnya Pancasila menempati puncak hierarki Peraturan Perundang-
undangan di Indonesia adalah UUD 1945 sebagai Aturan Dasar/Pokok
Negara (Staatsgrundgesetz). Dibawah UUD 1945, Ketetapan MPR,
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.?’

26 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2007).
127.
27 Mhd. Yusrizal Adi Syahputra. Op. Cit. 100-101.



Dalam menghadapi satu kasus hukum, bisa terjadi 2 atau lebih
undang-undang, yang secara bersamaan diterapkan dalam kasus tersebut.
Permasalahan muncul jika terdapat pertentangan antara norma hukum dari
undang-undang tersebut. Sehingga diperlukan penetapan norma mana yang
harus dijalankan, langkah tersebut adalah penyelesaian konflik norma.

C. Konflik Norma

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya “Allgemeine der Normen”
mendefinisikan konflik norma dalam terjemahan bahasa Jerman sebagai
berikut :28

“Konflik antara dua norma terjadi jika antara apa yang

diperintahkan dalam ketentuan suatu norma dengan apa yang

diperintahkan dalam ketentuan norma lainnya tidak kompatibel
atau tidak cocok sehingga mematuhi atau melaksanakan salah satu

norma akan mungkin menyebabkan pelanggaran terhadap norma
lainnya.”

Dengan dasar ini jika terdapat dua norma yang saling bertentangan
maka objek pengaturan hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan
mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Dalam “Law and
Logic” Kelsen menyatakan bahwa konflik norma merupakan suatu hal yang
nyata dalam praktik dan hanya dapat diselesaikan dengan explicit or implicit
derogation terhadap salah satu atau bahkan kedua norma yang saling

bertentangan.?®

28 Nurfagi Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika,
Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.
16, No. 3 (September, 2020), 308.

29 1bid., 308.



Ada empat tipe penyelesaian berkaitan dengan asas prefensi hukum

(yang meliputi asas lex superior, asas lex spesialis, dan lex posterior), yakni

1) Pengingkaran (disavowal), 2) Reinterpretasi, 3) Pembatalan
(invalidation), 4) Pemulihan (remedy) :%

a. Pengingkaran (disavowal)

Langkah ini acapkali sebagai paradok dengan mempertahankan
bahwa tidak ada konflik norma. Seringkali konflik terjadi
berhubungan dengan asas lex spesialis dalam konflik rasional
atau dalam konflik logika ditafsirkan sebagai pragmatis.
Sebagai contoh yang biasa terjadi yakni membedakan wilayah
hukum seperti antara hukum privat dan hukum publik, dengan
berpendapat bahwa 2 bidang hukum diaplikasikan secara
terpisah, walaupun antara kedua ketentuan terdapat konflik

norma.

. Reinterpretasi

Berkaitan dalam penerapan 3 asas prefensi hukum harus
dibedakan dengan pertama, reinterpretasi, yakni dengan
mengikuti asas-asas prefensi, menginterpretasi kembali norma
yang utama dengan cara yang lebih fleksibel. Kedua,

menginterpretasi norma  prefensi, dan kemudian

30 Philipus M. Hadjon, Argumentasi Hukum. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2005).

31-32.



mengaplikasikan norma tersebut dengan menyampingkan
norma yang lain.
c. Pembatalan (invalidation)
Terdapat 2 macam yakni : Abstrak formal dan Praktikal.
Pembatalan abstrak dan formal dilaksanakan misalnya oleh
suatu lembaga khusus, jika di Indonesia pembatalan Peraturan
Pemerintah ke bawah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
Untuk pembatalan praktikal, yaitu tidak menerapkan norma
tersebut dalam kasus nyata. Contoh : Di Indonesia dalam
praktek peradilan dikenal dengan menyampingkan. Seperti
kasus Tempo hakim meyampingkan Peraturan Menteri
Penerangan karena bertentangan dengan undang-undang Pers.
d. Pemulihan (remedy)
Mempertimbangkan pemulihan dapat membatalkan suatu
ketentuan. Seperti : dalam hal satu norma yang unggul atas
berada diatasnya dalam arti overruled norm, berhubungan
dengan prinsip ekonomi maka sebagai gantinya membatalkan

norma yang kalah, maka dengan cara memberikan kompensasi.

Menurut Shidarta dan Petrus Lakonawa keberadaan asas prefensi
hukum sebagai jalan keluar permasalahan diantara norma-norma hukum
positif. Jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan,
maka asas prefensi hukum bisa menjadi jalan keluar untuk menentukan

peraturan perundang-undangan mana yang akan dipakai sebagai acuan.



Dalam tulisan Shidarta dan Petrus Lakonawa menjelaskan bahwa
konflik diantara norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat
terjadi karena perbedaan hierarkis (konflik vertikal). Jika terjadi konflik
vertikal dapat diselesaikan dengan asas lex superior derogate legi inferiori.
Sedangkan konflik antara peraturan perundang-undangan yang setingkat
atau horizontal dan mengatur substansi yang sama, dapat diselesaikan
dengan menggunakan asas lex posterior derogate legi priori.3!

D. Teori Nasikh Mansukh
1. Pengertian Nasikh Mansukh

Naskh secara etimologis memiliki beberapa pengertian yaitu
penghapusan atau pembatalan (al-izalah atau al-ibthal), pemindahan (al-
naql), pengubahan atau penggantian (al-ibdal), dan pengalihan (al-tahwil
atau al-intigal). Secara istilah nasakh ialah mengangkat (menghapuskan)
hukum syara’ dengan dalil hukum syara’ yang lain. Maksud kata “hukum”
menunjukkan bahwa prinsip “segala sesuatu hukum asalnya boleh” tidak
termasuk yang dinasakh.

Sedangkan kata “dengan dalil hukum syara” mengecualikan

pengangkatan (penghapusan) hukum yang disebabkan kematian atau gila,

atau penghapusan dengan ijma’ atau giyas.3? Berkaitan dengan pengertian

31 Shidarta dan Petrus Lakonawa. “Lex Specialis Derogat Legi Generali : Makna Dan
Penggunaannya” (Jakarta : BINUS University Rubric of Faculty Members. https://business-
law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali/, diakses tanggal 12 Agustus 2021.
32 Syaik Manna Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, Penerjemah : Aunur Rafiq El-
Mazani, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014). 285.
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tersebut, maka nasikh diartikan sesuatu yang membatalkan, menghapus,
memindahkan, dan memalingkan.

Sedangkan Mansukh adalah sesuatu yang dibatalkan, dihapus,
dipindahkan, diganti, dan dipalingkan.®® Nasakh dalam terminologi hukum
Islam adalah menghapus hukum syara’ yang lama (tertunda) dengan dalil
syara’ yang datang kemudian. Sebagian ulama seperti al-Raghib al-
Asfahani memaknai kata nasakh Pertama, al-izalah menghapus sesuatu
dengan sesuatu yang datang kemudian, makna ini diambil dari kata naskhi
al-Syams al-Zil (matahari menghilangkan bayangan itu). Kedua, al-Itsbat
(menetapkan).3*

Para Jumhur ulama’ membenarkan adanya nasakh dalam Al-Qur’an,
berikut landasan adanya nasakh :
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“Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pG;Sti
kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.
Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu
?” (Al Bagarah: 106)
Menurut Ibnu Katsir, nasakh dalam Q.S. Al-Bagarah ayat 106

bermakna tabdil (mengganti) dan (menghapus). Artinya yang

3 Hasan Asyari Ulama’l, Konsep Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur’an, Jurnal Didaktika
Islamika Vol 7 No 1, Februari 2016. 64.

34 Daswandi, Implikasi Nasikh Dan Mansukh Dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir
Al-Misbah Tentang Ayat Saif Dan Damai), (Tanggerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2017).
55.



diganti adalah aturan hukum yang berada dalam ayat. Maka yang
awalnya boleh menjadi tidak boleh, dan yang awalnya tidak boleh
menjadi boleh. Pergantian hukum seperti ini menurut Ibnu Katsir
berada dalam Al-Qur’an pada ayat yang aturan hukumnya diganti

dengan ayat lain yang datang setelahnya.®
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“Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain
sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang
diturunkan-Nya, mereka berkata: *Sesungguhnya kamu adalah
orang yang mengada-adakan saja”. bahkan kebanyakan mereka
tiada mengetahui”. (An-Nahl: 101)

Pada landasan kedua, menurut Manna Khalil al-Qattan, dalil yang
menjelaskan terjadinya nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur’an. Beliau pun
manyatakan bahwa pendapat tersebut merupakan yang palling kuat dan
merupakan pendapat Sebagian besar ulama’ dalam persoalan perdebatan
ada tidaknya nasikh mansukh dalam Al-Qur’an.

Nasakh hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang
diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan
kalimat benar yang bermakna amr (perintah) atau nahy (larangan).
Sebaliknya Nasakh tidak terjadi dalam berita, khabar, yang jelas-jelas

tidak bermakna thalab (seperti perintah atau larangan), atau seperti janji

35 Imam Ibnu Katsir ad-Damasydqi, Tafsir Ibnu Katsir al-Qur’an al-Azim, Terjemahan Bahrun Abu
Bakar Juz 1 (Bandung: Sinar Baru Aglensindo). 807.



dan ancaman. Berikut beberapa ruang lingkup ayat yang menolak adanya
nasakh yaitu :%

a. Ayat yang berisi pokok-pokok ajaran agama, pada aspek agidah
ibadah maupun akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik,
membunuh, mencuri dan lain sebagainya.

b. Ayat yang berisi hukum pasti (Qath’iy) berdasarkan pernyataan
dalam ayat itu sendiri, misal perintah untuk mengerjakan sholat dan
berzakat.

c. Ayat yang berisi berita atau kabar suatu kejadian baik yang telah
terjadi atau yang akan terjadi seperti kisah kaum-kaum terdahulu
atau berita kekalahan tentara romawi.

2. Syarat dan Rukun Nasakh

Terdapat beberapa syarat nasakh yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu

a. Nasikh harus terpisah dari Mansukh
Nasakh yang menghapuskan (nasikh) datang kemudian, karena
nasikh menandakan berkahirnya berakhirnya aturan hukum.
Sehingga nasikh (yang membatalkan) datang setelah ketetapan
hukum yang dihapuskan (mansukh) dan kedua ketetapan hukum
harus sama-sama kuatnya.

b. Nasikh harus paling kuat atau sama kekuatannya dengan Mansukh

3 Mohammad Umar Said, Nasikh-Mansukh dalam Al-Qur’an: Teori dan Implikasi dalam Hukum
Islam, Jurnal llmu Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 5 No 2, Januari-Juni 2020. 178.



Dalam hukum Islam mengemukakan bahwa tidak ada yang dapat
menasakh nas kecuali nas yang saling kuat atau yang lebih kuat
darinya. Suatu nas tidak bisa menasak nas yang paling kuat
darinya.
Nasikh dan Mansukh harus berupa hukum-hukum syara’
Nasikh dan Mansukh terjadi jika berkaitan dengan hukum syara’
bukan berkaitan dengan agidah atau keimanan, karena bersifat
selamanya.
Mansukh tidak terbatas pada waktu
Hukum yang dihapuskan bukanlah aturan yang berhubungan
dengan waktu, jika berakhirnya waktu maka berakhir juga
keberlakuan hukum tersebut. Seperti ketetapan dalam Q.S. Al-
Bagarah ayat 187 :
i sl v
“Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)

’

malam.’

3. Jenis-jenis Nasakh

Nasakh terbagi menjadi empat bagian, diantaranya 3’

Nasakh Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, nasakh ini telah disetujui
kebolehannya dan telah terjadi dalam pemikiran mereka yang
menyatakan adanya Nasakh. Misalnya, ayat yang menjelaskan

‘iddah empat bulan sepuluh hari.

37 |bid., 291-293.



b. Nasakh Al-Qur’an dengan As-Sunnah, nasakh ini terbagi menjadi

C.

dua bagian :

1)

2)

Nasakh Al-Qur’an dengan hadits ahad, para ulama
berpandangan Al-Qur’an tidak boleh dinasakh oleh hadits
ahad, karena Al-Qur’an adala muttawatir dan menampakkan
keyakinan, sedangkan hadits ahad adalah zhanni bersifat
persangkaan, selain itu tidak sah juga membatalkan sesuatu
yang ma’lum (jelas diketahui) dengan yang mazhnun
(diduga).

Nasakh Al-Qur’an dengan hadits mutawatir, nasakh ini
diperbolehkan oleh Malik, Abu Hanifa dan Ahmad dalam
satu Riwayat, karena masing-masing keduanya adalah
wahyu. Allah berfirman :

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan
hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu

yang diwahyukan (kepadanya).” (An-Najm: 3-4)

Nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur’an, contohnya, permasalahan

menghadap ke Baitul Maqgdis yang ditetapkan dengan As-Sunnah

dan di dalam Al-Qur’an tidak terdapat dalil yang menunjukkannya.

Ketetapan ini di nasakhkan oleh Al-Qur’an dengan firman-Nya :

“Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram” (Al-

Bagarah: 144).



d. Nasakh Sunnah dengan Sunnah, pada nasakh ini terdapat empat
bentuk :
a. Nasakh Mutawatir dengan Mutawatir;
b. Nasakh Ahad dengan Ahad;
c. Nasakh Ahad dengan Mutawatir;
d. Nasakh Mutawatir dengan Ahad.
Pada nasakh point a sampai ¢ diperbolehkan, namun pada point d
terjadi perbedaan pandangan seperti nasakh Al-Qur’an dengan
hadits ahad yang tidak diperbolehkan oleh ulama’. Sedangkan
menasakh dengan keduanya, maka menurut pandangan yang
shahih tidak membolehkannya.
4. Nasakh dengan Pengganti dan Tanpa Pengganti
Nasakh terkadang diikuti dengan badal (pengganti) dan ada juga
yang tanpa badal. Nasakh dengan badal walaupun badalnya lebih ringan,
sejajar ataupun lebih berat. Berikut penjelasannya :%

a. Nasakh tanpa badal, misalnya penghapusan keharusan
bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sebagaimana
diperintahkan dalam firman Allah :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadap
lalu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul
hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang

miskin) sebelum pembicaraan itu” (Al-Mujadilah: 12).
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Ketentuan ini dinasakh dengan firman-Nya :
“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu
memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul ?
Maka jika kamu tidak memperbuatnya dan Allah telah
memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah shalat, tunaikan

zakat.....” (Al-Mujadilah: 13)

Jika Allah mengganti hukum suatu ayat tanpa badal, lebih baik
dibandingkan keberadaan hukum yang dihapuskan dari segi
kemanfaatan bagi manusia. Hal ini dapat dikatakan bahwa Allah
telah mengganti hukum ayat terdahulu dengan ayat yang lebih
baik, karena kehilangan hukum tersebut merupakan hal yang
lebih baik terhadap umat manusia.
b.  Nasakh dengan badal yang lebih ringan, misalnya :
“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur
dengan istri-istri kamu.....” (Al-Bagarah: 187)
Ayat ini menasakh ayat:
“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan

atas orang-orang sebelum kamu....... ” (Al-Bagarah: 183)

Makna ayat 183 adalah supaya puasa kita sebanding dengan
aturan puasa orang-orang terdahulu yakni diharamkan makan,
minum dan bercampur dengan istri jika mereka mengamalkan

shalat malam atau telah tidur, sampai dengan malam berikutnya.



c. Nasakh dengan badal yang sama, misalnya penghapusan kiblat
shalat menghadap ke Baitul Maqdis dengan menghadap ke
Ka’bah :

“Maka plingkanlah mukamu kea rah Masjidil Haram....”
(Al-Bagarah: 144)

d. Nasakh dengan badal yang lebih berat, seperti penghapusan
hukuman penahanan di rumah (terhadap wanita yang berzina),
dalam ayat :

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan
keji, datangkanlah empat orang saksi dari pihak kamu
(untuk menjadi saksi). Kemudian apabila mereka telah
memberi kesaksian, maka kurungkanlah mereka (wanita-
wanita itu) di dalam rumah.” (An-Nisa’ : 15), dengan sanksi
cambuk, dalam ayat :

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.....”

(An-Nur: 2)

Atau dengan sanksi rajam seperti disebutkan dalam firman-Nya:
“Orang tua laki-laki dan perempuan, apabila keduanya

berzina maka rajamlah mereka.....



BAB I
KEKUATAN PUTUSAN MA DALAM PERKARA HAK UJI MATERIIL
A. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman yang berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi dari
lembaga peradilan yang berada di dalam keempat kawasan peradilan? yakni
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha
negara. Selain itu Mahkamah Agung juga berkedudukan sederajat dengan
Mahkamah Konstitusi dan sederajat pula dengan badan peradilan negara
dari cabang kewenangan lainnya seperti Presiden, MPR, DPR, dan DPD.

Kewenangan Mahkamah Agung dipertegas dalam UUD NRI 1945
Pasal 24A ayat (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh Undang-Undang. Artinya Mahkamah Agung berwenang
menyatakan tidak semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya
lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Kewenangan dalam UUD NRI 1945 tidak berbeda dengan ketentuan
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun
2009 yang menegaskan bahwa

(2) Mahkamah Agung berwenang :

1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No 48 Tahun 2009 Pasal 18.
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b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang;

(3) Putusan mengenai sahnya peraturan perundang-undangan
sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan
pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung
pada Mahkamah Agung.

Pada Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah
daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam UUD 1945 Mahkamah Agung hanya diberi dua kewenangan
konstitusional, yaitu pertama, mengadili pada tingkat kasasi; kedua,
menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Untuk
kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara
konstitusional didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk
menentukannya sendiri. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang merupakan upaya pengujian
legalitas.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut diatas sesuai dengan

prinsip “checks and balances” yang berfungsi sebagai kontrol terhadap

kewenangan regulatif yang dimiliki oleh Presiden/Pemerintah serta



lembaga-lembaga yang mendapatkan kewenangan regulatif dari undang-
undang.?

Pemberian kewenangan judicial review oleh Mahkamah Agung
telah melalui perjalanan Panjang. Sejak awal kemerdekaan terjadi
perdebatan tentang pengujian peraturan perundang-undangan. Pada waktu
sidang Konstituante saat pembahasan UUD muncul usulan untuk
memberikan kewenangan pada kekuasaan kehakiman dalam menjalankan
pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada masa konstitusi
RIS pengujian peraturan perundang-undangan hanya untuk menguji

undang-undang daerah bagian.

Ketentuan Materi muatan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,
Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
UU tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 2009 Pasal 31 dan Pasal
31A) menjadi landasan hukum kewenangan Mahkamah Agung dalam
melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk
melaksanakan kewenangan atribusi tersebut, Mahkamah Agung
mengeluarkan PERMA tentang Hak Uji Materiil untuk mengatur lebih
lanjut kewenangan Hak menguji dari Mahkamah Agung dan hukum
acaranya.’

Perma tentang Hak Uji Materiil merupakan peraturan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan yang

2 Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. (Malang: Setara Press. 2016). 175.
3 lbid., 140-143.



diberikan oleh UU No. 14 Tahun 1958 Tentang Mahkamah Agung Pasal 79
UU No. 14 Tahun 1958 menentukan bahwa “Mahkamah Agung dapat
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup
diatur dalam undang-undang ini.” Sehingga dengan undang-undang ini
Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara
penyelesaian suatu permasalahan yang belum atau tidak diatur dalam
Undang-Undang ini.*

Berdasarkan pertimbangan hukum Nomor 01 P/TN/1992 tentang
perlunya mengatur lebih lanjut prosedur hak uji materiil dengan Peraturan
Mahkamah Agung, maka pada tahun 1993, Mahkamah Agung
mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil. Perma
No. 1 Tahun 1993 hanya mengenal penggugat bukan pemohon keberatan.
Tentang pembatasan pengajuan hak uji materiil, Perma No. 1 Tahun 1993
dirasa tidak lagi memenuhi upaya peningkatan dan efektivitas kewenangan
Mahkamah Agung, sehingga PERMA tersebut dicabut dan diganti dengan
PERMA No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil. °

Pada tahun 1999, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1
Tahun 1999 karena menganggap Perma No. 1 Tahun 1993 tidak memenuhi
upaya peningkatan dan efektivitas kewenangan Mahkamah Agung dalam

melaksanakan Hak Uji Materiil. Dalam Perma No. 1 Tahun 1999 dibedakan

4 Ibid., 144.
> Ni’matul Huda dan R. Nazriyah, Teori Dan Pengujian Perturan Perundang-Undangan, (Bandung
: Nusa Media. 2019). 139.



antara penggugat dan pemohon keberatan serta adanya tenggang waktu
pengajuan gugatan dan permohonan keberatan. Di tahun 2004 Mahkamah
Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2004 dan menyatakan tidak
berlaku Perma No. 1 Tahun 1993.°

Perma No. 1 Tahun 2004 dibuat untuk menjamin pelaksanaan
prinsip “fairness” dalam pemeriksaan dengan memberikan kesempatan
kepada pembuat peraturan perundang-undangan untuk memberi jawaban,
pendapat dan kesempatan mempertahankan peraturan perundang-undangan
yang sedang diuji. Menurut PERMA ini, dalam hal 90 (sembilan puluh) hari
setelah putusan Mahkamah Agung dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut,
ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya,
demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak
mempunyai kekuatan hukum.’

Tahun 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Perma No. 1
Tahun 2011 yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan
keberatan hak uji materiil. Penentuan tenggang waktu pengajuan
permohonan kurang tepat diterapkan dalam suatu aturan yang bersifat
umum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak

sesuai dengan hukum yang hidup.®

& Imam Soebechi. Op. Cit. 146-148.
” Ni’'matul Huda dan R. Nazriyah. Op. Cit. 141.
& Imam Soebechi. Op. Cit. 149.



Pelaksanaan pengujian menurut Jimly Asshiddiqgie, dapat dilakukan
dengan dua acara, yaitu secara institutional atau prosessual. Secara
institusional dilakukan melalui proses acara, tetapi prosesnya dimulai
dengan gugatan oleh pihak-pihak terkait secara kelembagaan (instituaional).
Sedangkan secara prosessual yakni tidak melalui gugatan institusional,
tetapi dikaitkan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus suatu
perkara. Prinsip kebebasan hakim dilindungi oleh undang-undang untuk
menggunakan segala haknya sesuai prinsip kebebasan hakim dan prinsip
keharusan menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.®

B. Analisis Terhadap Hak Uji Materiil Tentang Kenaikan luran BPJS

Hak uji materiil Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran
BPJS menjadi kewenangan MA. Polemik kenaikan iuran BPJS bukan
menjadi permasalahan baru-baru ini melainkan telah menjadi permasalahan
pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Presiden Jokowi meneken
Perpres No. 75Tahun 2019 sebagai bentuk upaya pemerintah menjaga
keberlangsungan BPJS. Melihat kebijakan yang diambil pemerintah, para
masyarakat, pakar hukum, dan DPR menolak kenaikan iuran BPJS.

Bentuk penolakan masyarakat diwujudkan oleh lembaga soial yakni
KPCDI (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia) mengajukan judicial
review ke MA. Dalam amar putusannya : Pertama, MA menyatakan Pasal
34 ayat (1) dan (2) Perpres No. 75 Tahun 2019 bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan diatasnya yakni UUD 1945, UU No. 40

® Ni’matul Huda dan R. Nazriyah. Op. Cit. 138.



Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan. Kedua, Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres No. 75
Tahun 2019 tidak mempunyai hukum mengikat.

Pasca putusan MA membatalkan kenaikan iuran, maka besaran
iuran BPJS kembali pada peraturan sebelumnya yakni Perpres No. 82 Tahun
2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Namun iuran BPJS masih mengacu pada
Perpres No. 75 Tahun 2019 dengan alasan pihak BPJS belum menerima
salinan putusan MA. Selang beberapa bulan pemerintah menanggapi
putusan MA dengan mempublikasikan Perpres No. 64 Tahun 2020.

Respon pemerintah dengan mempublikasikan Perpres No. 64 Tahun
2020 menuai beragam tanggapan dari para tokoh, DPR dan para Pakar.
Tidak sedikit yang berpendapat bahwa Presiden tidak mematuhi putusan
MA. Pemerintah sengaja menaikkan iuran BPJS yang berlaku mulai 1 Juli
2020 agar dapat melaksanakan putusan MA selama tiga bulan yakni April,
Mei, dan Juni. Selain itu pemerintah juga dinilai tidak memiliki empati
kepada masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS ditenga pandemi.©

Setelah diterbitkannya Perpres No. 64 Tahun 2020, masyarakat
mengajukan judicial review kembali kepada MA. Amar putusan MA tidak
sama ketika memutus Perpres No. 75 Tahun 2019. MA menolak uji materiil
Perpres No. 64 Tahun 2020 dengan beberapa pertimbangan : Pertama,

permohonan pemohon terkait perubahan Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun

10 Haryanti Puspa Sari, “Naikkan luran BPJS Kesehatan, Jokowi Dinilai Berselancar Lawan Putusan
MA?” https://nasional.kompas.com/read/2020/05/13/14400611/naikkan-iuran-bpjs-kesehatan-
jokowi-dinilai-berselancar-lawan-putusan-ma?page=all; diakses tanggal 1 Juni 2021.
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2019 telah diuji dalam peraka HUM sebelumnya dan menjadi patokan pada
Perpres No. 64 Tahun 2020, peraturan Pasal 34 pada Perpres No. 64 Tahun
2020 dinilai telah ada itikad baik dari pemerintah yang terus berusaha
memperbaiki sistem jaminan Kesehatan.
Kedua, terdapat itikad baik pada Pasal 34 Perpres No. 64 Tahun
2020 yakni perluasan cakupan pemerintah pusat terhadap iuran kepesertaan
masyarakat miskin dan tidak mampu, keringanan beban iuran bagi pekerja,
tahapan penyesuaian besaran iuran peserta PBPU dan BP, disiplin
membayar iuran untuk keberlangsungan layanan Kesehatan.
Substansi besaran iuran BPJS setiap Perpres terlihat pada Perpres
No. 75 Tahun 2019 Pasal 34 :
1. luran bagi peserta PBPU dan BP yaitu sebesar :
a. Kelas Il sebesar 42.000
b. Kelas Il sebesar 110.000
c. Kelas I sebesar 160.000
Perpres No. 64 mengatur besaran iuran yang variatif. Pasal 34 :
(1) Untuk 1 Juli 2020 :
a. Kelas Il sebesar 25.500 (subsidi pemerintah 16.500). Tahun
2021 iuran kelas Ill sebesar 35.000 (subsidi pemerintah
7.000)
b. Kelas Il sebesar 100.000
c. Kelas I sebesar 150.000

(2) Untuk Januari, Februari, Maret 2020 :



a. Kelas Il sebesar 42.000
b. Kelas Il sebesar 110.000
c. Kelas I sebesar 160.000

(3) Untuk April, Mei, Juni 2020 :
a. Kelas Il sebesar 25.500
b. Kelas Il sebesar 51.000
c. Kelas I sebesar 80.000

Jika kita melihat pada substansi Pasal 34 Perpres No. 64 Tahun 2020
terlihat bahwa pemerintah mengikuti putusan MA dengan mengembalikan
besaran iuran pada Perpres No. 82 Tahun 2018 walaupun hanya berlangsung
selama tiga bulan. Selanjutnya besaran iuran kembali naik dengan besaran
iuran turun 10.000. Artinya pemerintah tetap melakukan kenaikan iuran
BPJS. Hal inilah yang menjadi kritik banyak orang. Pemerintah dinilai
mencari celah untuk dapat menaikkan iuran BPJS.

Mengenai kenaikan iuran BPJS memang bentuk kewenangan
pemerintah yakni Presiden dengan landasan kewenangan atribusi Pasal 4
ayat (1) UUD 1945. Kewenangan freies ermessen ditekankan pentingnya
penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan atau mementingkan
kepentingan umum. Kepentingan umum dijelaskan dalam beberapa teori
salah satunya teori kemakmuran bersama yakni kepentingan masyarakat
yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran bersama.

Berdasarkan teori diatas, kenaikan iuran BPJS tidak sejalan dengan

teori kemakmuran bersama sehingga tidak seharusnya pemerintah



menambah beban masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS dimasa
pandemi. Penyebab defisit BPJS yang bukan persoalan baru justru
mencerminkan bahwa masyarakat tidak mampu membayar iuran. Adanya
masyarakat yang mengajukan judicial review sampai kedua kalinya
mengartikan bahwa masyarakat terbebani dan tidak mampu untuk
membayar iuran sesuai dengan Perpres No. 64 Tahun 2020.
C. Asas-Asas Yang Melandasi Hukum Acara Judicial Review
Hukum acara adalah hukum formil yang pada dasarnya tergolong
dalam ranah hukum publik. Untuk berfungsinya pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah UU oleh MA, sepenuhnya membutuhkan
adanya ketentuan hukum acara yang diimplementasikan atas suatu kasus.
Berikut beberapa penjelasan asas-asas :!
1. Independence and Impartiality
Independensi dan kemandirian hakim menjadi asas dasar
peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini menjadi landasan dalam
hukum acara hak uji materiil di Mahkamah Agung. Substansi
tentang independensi dan kemandirian hakim terdapat dalam Pasal
3 dan 4 ayat (1).
Independensi hakim sangat dibutuhkan untuk menjalankan
peradilan yang tidak memihak dan seluruh lembaga serta otoritas

harus  menghormati, melindungi, dan  mempertahankan

11 Imam Soebechi. Op. Cit. 165-172.



3.

kemerdekaan. Independensi hakim terlihat baik dalam independensi
personal, independensi substantif, independensi kolektif, maupun
independensi internal.
lus Curia Novit

lus curia novit secara istilah bermakna “pengadilan tahu
hukum” artinya pengadilan (dalam hal ini hakim) memahami hukum
dalam setiap kasus yang diperiksanya. Dengan adanya asas ini, para
pihak yang berperkara tidak perlu mengutarakan ketentuan-
ketentuan hukum dalam gugatan dan jawaban, karena permasalahan
hukumnya menjadi keharusan hakim untuk mengetahui dan
menetapkan.

Substansi asas ius curia novit terdapat dalam Pasal 10 ayat
(1) UU No. 48 Tahun 2009 “Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan
dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.
Audi et Alteram Partem

Secara harfiah asas audi et alteram partem bermakna
“mendengarkan dua belah pihak” atau mendengarkan pendapat,
argumentasi pihak lain sebelum memutuskan putusan supaya
peradilan terlaksana dengan sederajat. Penerapan asas ini dalam
persidangan diimplementasikan pada acara jawab menjawab,

tergugat diberi keleluasaan untuk menjawab gugatan dari



4.

5.

penggugat, baik dalam bentuk eksepsi ataupun pokok perkara, gugat
balik.

Dalam acara jawab menjawab hakim harus mendengar
secara bersama-sama jawaban yang diajukan oleh kedua belah
pihak. Pada saat pembuktiaan asas ini diimplementasikan dalam
pemeriksaan alat bukti. Sehingga hakim harus bersama-sama
memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.
Vrij Bewijs

Pada asas ini hakim memiliki keleluasaan yang luas dalam
membagi beban pembuktian, menerima dan menilai alat-alat bukti.
Diberlakukannya asas pembuktian bebas memiliki dampat terhadap
bagian-bagian pembuktian, seperti bagian luas pembuktian,
pembagian beban pembuktian, bagian alat-alat bukti dan bagian
penilaian pembuktian.

Actieve Rechter

Sifat dasar pengujian peraturan perundang-undangan adalah
hakim bersifat pasif yang artinya hakim tidak boleh aktif untuk
melakukan inisiatif menguji peraturan perundang-undangan tanpa
ada permohonan. Pengujian peraturan perundang-undangan pada
dasarnya adalah menitikberatkan kepentingan umum daripada
kepentingan perorangan walaupun pemohonnya perorangan.

Jika terdapat permohonan pengujian maka hakim tidak lagi

terikat dengan sifat pasif. Hakim dapat aktif untuk memberikan



7.

keadilan, menemukan kebenaran materiil, dan untuk kepentingan
umum. Hakim tidak terbatas pada dalil dan permohonan pemohon.
Menurut van wijk dan willem konijnenbelt hakim aktif Ketika
gugatan telah disusun dan diterima, maka hakim mengambil alih
untuk menyusun acara, memanggil saksi, mengumpulkan data.

Dampak dari asas actieve rechter yakni tidak berlaku
independensi bagi pihak-pihak yang bersengketa karena selama
proses pemeriksaan perkara seluruhnya berada pada hakim.
Praesumptio lustae Causa

Pada asas ini keberlakuan peraturan perundang-undangan
tetap dianggap sah sampai dibuktikan atau diputus oleh peradilan
yakni Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Saat
Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara
memutuskan materi muatan peraturan perundag-undangan yang
menjadi objek perkara bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang paling tinggi maka Majelis Hakim Agung
menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah dan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Praduga Rechmatig

Putusan dalam perkara judicial review adalah putusan akhir
dan memiliki kekuatan hukum tetap saat putusan diputus dalam
sidang terbuka dan tidak boleh berlaku surut. Makna tidak berlaku

surut, bahwa sebelum putusan diucapkan dalam sidang yang



terbuka, obyek perkara akan diajukan judicial review harus
dianggap sah dengan peraturan perundang-undangan apapun.
8. Putusan Bersifat Erga Omnes
Sifat dari putusan pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang di Mahkamah Agung adalah erga omnes
yakni putusan mempunyai kekuatan mengikat umum bukan hanya
untuk para pihak yang berperkara. Sifat erga omnes terikat pada
putusan hak uji materiil karena objek pengujiannya adalah peraturan
tertulis yang mengatur dan mengikat umum. Sehingga Ketika
Majelis Hakim Agung menerima permohonan dan dikabulkan serta
substansi muatan ayat, pasal, atau bagian dari peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang maka seluruh masyarakat secara
langsung terikat pada putusan tersebut.
D. Model dan Pelaksanaan Putusan MA
Dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan, setelah
memeriksa permohonan, jawaban, bukti-bukti atau keterangan ahli, Majelis
Hakim Agung dapat memutuskan permohonan. Terhadap putusan hak uji
materiil tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Putusan hak uji materiil
bersifat final.
Sesuai dengan undang-undang tentang Mahkamah Agung dan
Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil terdapat tiga jenis
putusan yang terdiri dari : Permohonan tidak diterima, permohonan

dikabulkan, atau permohonan ditolak. Selain terdapat pula putusan



conditionally constitutional yang tercantum dalam Putusan Nomor 11
P/HUM/2014.

Tiga bentuk putusan menurut Undang-Undang tentang Mahkamah
Agung didalam Perma No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sebagai
berikut :12

a. Amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

Dalam hal Mahkamah Agung berpandangan bahwa permohonan

atau permohonannya tidak memenuhi syarat.

b. Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Dalam hal Mahkamah Agung berpandangan bahwa permohonan

beralasan :

- Amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

- Amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat,

pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Amar putusan menyatakan permohonan ditolak

Dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya.

Dalam pengujian formil atau procedural review dan pengujian

materil atau substantive review, terdapat dampak pada pembatalan norma

12 |bid., 220-221.



dan daya berlakunya dari pembatalan tersebut. Untuk permohonan HUM
beralasan karena peraturan perundang-undangan yang mejadi objek
pemeriksaan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, MA dalam putusannya menyatakan
bahwa peraturan-perundang-undangan yang dimohonkan keberatan
diputuskan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, dan memerintahkan
kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutnya (Pasal 6 ayat (2)
Perma No. 1/2011).%3

Pelaksanaan putusan berhubungan dengan akibat hukum suatu
pembatalan. Akibat keputusan yang tidak sah dapat berupa : keputusan yang
batal, keputusan yang batal demi hukum, dan keputusan yang dapat
dibatalkan. Makna istilah “tidak sah” berlandaskan pada makna “retroaktif”’
atau dianggap tidak pernah ada peraturan perundang-undangan tersebut (ex
tunc), sedangkan “batal” berlandaskan konsep “prospektif”.

Tabel : Perbedaan antara “Nietig”, “Van Rechtswege Nietig”, dan
“Vernietigbaar”

Uraian Keputusan yang batal

(Nietig)

Keputusan  yang
batal demi hukum
(Van  Rechtswege

Nietig)

Keputusan yang
dapat dibatalkan

(Vernietigbaar)

13 Andryan, Implikasi Putusan Hak Uji Materiil Di Mahkamah Agung Terhadap Legalitas Pimpinan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 18 No. 3.

September 2018. 374.




Sejak kapan batal | Ex tunc Ex tunc Ex nunc
Tindakan Dengan Tanpa perlu ada | Mutlak harus ada
pembatalan putusan/keputusan putusan/keputusan putusan/keputusan
Sifat putusan/keputusan : | - Sifat
konstatering/deklaratur putusan/keputusan
konstitutif
Ex tunc : secara harfiah “ex tunc” berarti sejak waktu (dulu). Berarti
“ex tunc” perbuatan dan akibatnya dianggap tidak pernah
ada.
Ex nunc : secara harfiah “ex nunc” berarti sejak sekarang. Berarti “ex

nunc” perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai saat
pembatalannya.

Menurut Bagir Manan istilah “batal” dalam ranah putusan yang
“prospektif” atau bersifat “ex nunc” atau “pro future” yaitu putusan yang
berlaku ke depan. “Peraturan perundang-undangan atau perbuatan
administrasi Negara dianggap sebagai suatu yang sah sampai saat
dinyatakan batal (dibatalkan).” Hal ini beralasan karena pengujian peraturan
perundang-undangan terdapat kepentingan umum yang lebih besar.
Kepentingan tersebut bukan hanya mengikat kepentingan pihak yang
berprekara.

Sedangkan istilah “tidak sah” digunakan dalam ranah putusan

“retroaktif” atau bersifat “ex tunc” yaitu dianggap peraturan perundnag-



undangan atau tindakan administrasi tidak pernah ada. Seperti pengujian
terhadap keputusan (beschikking) yang hanya melibatkan pemohon dan
termohon. Pada pengujian ini tidak terdapat kepentingan umum sehingga
putusannya mengembalikan pada keadaan semula. Putusan seperti ini
bersifat deklaratur bukan konstitutif.

Putusan bersifat deklaratur dan konstitutif merupakan sifat dari
putusan hakim. Putusan dilihat dari sifatnya terdiri dari deklaratur,
konstitutif, dan kondemnator. Sifat putusan deklaratur adalah putusan yang
mengemukakan suatu kondisi sebagai suatu kondisi yang sah menurut
hukum. Putusan konstitutif adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang
amar putusannya menjadikan suatu keadaan hukum baru, baik bersifat
membatalkan suatu keadaan hukum ataupun yang menwujudkan keadaan
hukum baru. Sedangkan putusan kondemnator adalah putusan yang bersifat
menghukum yakni memberatkan kewajiban untuk berprestasi terhadap
lawannya.*

E. Analisis Putusan Hukum Berdasarkan No. 7P/HUM/2020

Putusan MA No. 7P/HUM/2020 telah membatalkan Perpres No. 75
Tahun 2019 tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS. Dengan amar
putusan diterima sebagian maknanya, Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Sehingga pemerintah

setuju atau tidak, harus menjalankan putusan MA tersebut. Hal ini

14 Mulyadi Haryadi dan Sri Laksmi Anindita, Langkah Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan
Deklarator Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Studi Kasus Putusan No. 1283 K/Pdt/2005, No. 59
K/Pdt/2011, No. 244 K/Pdt2011), Skripsi Universitas Indonesia, Fak. Hukum, 2014. 4-5.



berdasarkan sifat dari putusan MA dalam Hak Uji Materiil bersifat erga
omnes. Selain itu dalam perkara HUM berlaku asas praduga rechtmatig.

Dampak pembatalan Perpres No. 75 Tahun 2019, pemerintah
membuat Perpres No. 64 Tahun 2020. Selang beberapa bulan, Perpres No.
64 Tahun 2020 diajukan judicial review dengan putusan yang berbeda, kini
MA dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon yang
maknanya Pasal 34 ayat (1) dan (2) tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan diatasnya.

Hukum acara merupakan hukum formal sebagai pedoman normatif
dalam menerbitkan dan menjalankan peradilan. Selain itu hukum acara juga
tergolong dalam ruang lingkup hukum publik. Hukum formil berfungsi
untuk menegakkan hukum materiil. Dalam judicial review terdapat
beberapa asas-asas yang perlu diperhatikan dalam putusan MA :

a. Asas Erga Omnes, putusan memiliki kekuatan mengikat umum
bukan hanya bagi para pihak yang berperkara dan berlaku bagi
semua perkara yang memiliki kesamaan yang mungkin terjadi pada
waktu yang akan datang. Sehingga ketika peraturan perundang-
undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan terhadap UUD
atau peraturan perundang-undangan yang paling tinggi, maka

menjadi batal dan tidak sah.*®

15 Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-
undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No. 5. Oktober 2010. 133.



b.

Sifat erga omnes terikat terhadap putusan hak uji materiil
karena objek pengujiannya adalah peraturan tertulis yang mengatur
dan mengikat umum. Berkaitan dengan asas erga omnes maka
praktik judicial review di MA berkaitan dengan praktik judicial
review di MK yang putusannya juga bersifat erga omnes.

Putusan bersifat erga omens, memberikan kepastian hukum

terkait keberadaan peraturan perundang-undangan atau tindakan
administrasi negara yang dinyatakan tidak sah. Hakim bukan hanya
menetapkan hukum untuk perkara nyata namun hukum bagi perkara
yang akan datang (abstrak).
Asas Praduga Rechmatig, putusan dalam perkara judicial review
merupakan putusan akhir dan memiliki kekuatan hukum tetap Ketika
putusan diputuskan dalam sidang terbuka dan tidak boleh berlaku
surut  yakni peraturan perundang-undangan atau perbuatan
administrasi negara dianggap sah sampai dibatalkan. Pada Undang-
Undang No. 5 Tahun 2004 Pasal 31 ayat (4) Peraturan perundang-
undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan asas vermoeden van rechtmatigheid keputusan
pemerintah hanya dapat dibatalkan (vernietigbaar). Istilah “batal
atau dibatalkan” berdasarkan konsep “prospektif” atau bersifat “ex
nunc” yang artinya putusan yang berlaku kedepan. Maka jika dilihat

pada tabel dalam bab 3, keputusan yang dapat dibatalkan, wajib



terdapat putusan/keputusan dan sifat putusan/keputusan yakni
“konstitutif”.

Putusan bersifat konstitutif adalah putusan yang diputuskan
oleh hakim yang amar putusannya menimbulkan susana hukum
baru, baik bersifat menghapuskan kondisi hukum ataupun yang
menciptakan suasana hukum baru. Putusan MA pada Perpres No. 75
Tahun 2019 menimbulkan keadaan hukum baru dalam kenaikan
iuran BPJS. Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020, pemerintah
merubah besaran iuran BPJS dan memberikan subsidi terhadap kelas
Il.

Dalam asas praduga rechtmatig seluruh peraturan pelaksana
UU, baik itu Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan
Menteri, atau peraturan lainnya yang telah dinyatakan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, tidak secara
langsung berlaku walaupun telah kehilangan cantolan hukum.
Dibatalkannya Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres No. 75 Tahun 2019

bersifat ex nunc (perbuatan dan akibatnya dianggap ada sampai
pembatalannya). Sehingga sifat putusan hakimnya adalah putusan
konstitutif yakni putusan yang diputuskan oleh hakim yang amar putusannya
menimbulkan suatu keadaan hukum baru, baik bersifat menghapuskan
keadaan hukum ataupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
Terciptanya keadaan hukum baru yang dinilai bertentangan dengan

putusan MA No. 7P/HUM/2020 tentang pembatalan kenaikan iuran BPJS.



Dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 terdapat besaran iuran yang telah
dibatalkan oleh MA yakni : (1) kelas 11l iuran sebesar 42.000; (2) kelas Il
iuran sebesar 110.000; (3) kelas I iuran sebesar 160.000. Berdasarkan asas
praduga recht matig yang mengharuskan putusan dalam judicial review
tidak berlaku surut.

Sehingga besaran iuran tersebut tidak dimasukkan dalam Perpres
No. 64 Tahun 2020. Dampak dari sifat putusan konstitutif, yang telah
dilakukan judicial review menciptakan keadaan hukum baru yakni
ditetapkannya kenaikan iuran BPJS dengan Putusan MA No.
41P/HUM/2020. Artinya kenaikan iuran BPJS menjadi sah dan memiliki
kekuatan hukum mengikat. Walaupun dalam menjalankan putusan MA

yang baru dalam keadaan pandemi.



BAB IV
AKIBAT HUKUM NORMA YANG TELAH DIBATALKAN
A. Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan oleh Mahkamah
Agung

Peraturan perundang-undangan di bawah UU yang dinyatakan tidak
sah oleh MA tidak mempunyai kekuatan hukum : (i) sejak badan atau
pejabat TUN mencabut peraturan yang telah dinyatakan tidak sah oleh MA;
(i) jika badan atau pejabat TUN tidak mencabutnya, peraturan tersebut
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak terlewati tenggang waktu
90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan HUM dikirimkan kepada badan
dan pejabat yang bersangkutan.

Peradilan Mahkamah Agung dalam prakteknya telah banyak perkara
permohonan pengujian peraturan perundang-undangan yang diperiksa,
diadili, dan diputus. Putusan MA dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu
mengabulkan permohonan dan menolak permohonan. Mengabulkan
permohonan, mengandung makna bahwa banyak norma peraturan
perundang-undangan yang dinyatakan bertentangan dengan undang-undang
yang lebih tinggi atau diatasnya.

Pemuatan norma hukum vyang telah dibatalkan boleh jadi
mempunyai alasan yang kuat, contoh telah terjadi perubahan latar belakang
dalam substansi norma peraturan perundang-undangan. Berubahnya latar
belakang substansi peraturan perundang-undangan, dapat mengakibatkan

akibat hukum yang berbeda. Persoalan apakah lembaga legislatif atau
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lembaga eksekutif dapat atau tidak memuat kembali norma yang telah
dibatalkan MA.!

Menurut anggota DPD RI menyatakan bahwa pemuatan kembali
norma peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh
Mahkamah Agung merupakan upaya penentangan lembaga legislative dan
eksekutif atau merupakan upaya pembangkangan terhadap lembaga negara.
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, bahwa pelaksanaan
putusan-putusan MK maupun MA dalam hak uji materiil sangat tergantung
pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait. Untuk MA memang
terdapat juru sita yang bertugas menjalankan putusan yang dikeluarkan oleh
peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung. Namun untuk
mengeksekusi putusan hak uji materiil masih belum terdapat lembaga
eksekutor sekaligus pengawas terhadap implementasi putusan.

Menurut Jimly Asshiddigie penerapan atau pelaksanaan putusan
MK yang berlarut-larut tidak semestinya terjadi. Begitu diucapkan putusan
MK langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Dalam
pembuatan undang-undang, putusan MK wajib diperhatikan DPR dan
Pemerintah. Para pembuat atau perumus undang-undang seharusnya
mencermati setiap putusan MK.? Hal yang samapun seharusnya berlaku
pula pada putusan MA dalam HUM yang bersifat final dan mengikat para

pihak.

1 M. Husnu Abadi, Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi.
(‘Yogyakarta: Deepublish CV BUDI UTAMA. 2017). 58.
2 1bid. 70.



Dimasukkannya kembali peraturan yang telah dibatalkan oleh MK
pernah terjadi beberapa kali. Dalam penelitian M. Husnu Abadi terdapat
peraturan-peraturan yang diatur kembali dalam undang-undang
mengartikan bahwa status dari aturan yang dimuat kembali ke dalam
undang-undang berlaku seperti undang-undang lainnya. Saat undang-udang
tersebut diajukan kembali ke MK, terdapat dua kemungkinan : Pertama,
undang-undang tersebut kembali dinyatakan inkonstitusional seperti pada
putusan No. 1-2/PUU-XI1/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2014 yang sebelumnya pernah dibatalkan dengan Putusan No.
005/PUU-1V/2006 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2004 dengan aturan yag sama.

Kedua, undang-undang tersebut dinyatakan tidak bertentangan
dengan undang-undang, seperti pada putusan No. 23-26/PUU-VI1I1/2010
Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Dengan dua
kemungkinan ini maka dapat dilihat apakah peraturan yang pernah
dibatalkan oleh MK kemudian dimuat kembali dalam peraturan lainnya
menjadi lebih baik atau tidak berubah sama sekali bahkan menjadi lebih
buruk.?

Kedua kemungkinan diatas dapat dijadikan landasan dalam
menjawab Perpres No. 64 Tahun 2020. Perpres tersebut telah diuji kembali

oleh para pemohon yang mengajukan judicial review kepada MA. Dalam

3 Siti Romlah, “Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Diatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah
Konstitusi”. Jurnal ‘ADALAH, Vol. 1, No. 5d (2017), 48.



putusan No. 41 P/HUM/2020 Perpres No. 64 Tahun 2020 dinyatakan tidak
bertentangan dengan peraturan-peraturan diatasnya dan memiliki kekuatan
hukum mengikat. MA berpendapat bahwa Presiden telah memperhatikan
putusan MA No. 7 P/HUM/2020. Selain itu pemerintah dalam mengatur
defisit BPJS telah dipikirkan secara hati-hati.

Jika dilihat substansi Perpres No. 64 Tahun 2020 dengan Perpres
No. 75 Tahun 2019 yakni serupa tapi tak sama. Dalam Perpres No. 64 Tahun
2020 memang pada dasarnya tetap mengatur kenaikan iuran BPJS namun
dengan nominal berbeda dengan Perpres 75 Tahun 2019. Bukan berarti
Ketika MA membatalkan kenaikan iuran BPJS pada Perpres No. 75 Tahun
2019, menghapus kewenangan Presiden untuk mengatur perubahan besaran
iuran BPJS.

Selain itu terdapat pula subsidi dari pemerintah seperti keringanan
denda dalam penunggakan pembayaran, subsidi pemerintah untuk kelas 111,
dan peningkatan fasilitas pelayanan. Hal ini mengartikan bahwa dimuatnya
kembali aturan kenaikan iuran BPJS dalam Perpres No. 64 Tahun 2020
Pasal 34 ayat (1) dan (2) menjadi lebih baik secara substansi dibandingkan
dalam Perpres No. 75 Tahun 2019. Meskipun telah menjadi lebih baik
substansi pengaturan iuran BPJS, terdapat akibat penerapan Perpres No. 64
Tahun 2020. Walaupun Perpes No. 64 Tahun 2020 telah diperkuat dengan
putusan MA, namun bagaimana dampak yang ditimbulkan jika putusan MA
yang kedua berbeda dengan putusan MA yang pertama walaupun dengan

substansi yang sama dalam Perpres No. 64 Tahun 2020.



B. Akibat Hukum Penerapan Perpres No. 64 Tahun 2020 Pasca Putusan
MA No. 41 P/HUM/2020

Putusan MA dalam judicial review berkaitan erat dengan asas erga
omnes, yang mana seluruh masyarakat harus mematuhi putusan MA
termasuk juga pemerintah. Namun norma yang telah dibatalkan, dimuat
kembali dalam Perpres No. 64 Tahun 2020. Walaupun substansi dalam
Perpres No. 64 Tahun 2020 sedikit berbeda dengan substansi Perpres No.
75 Tahun 2019. Tetap saja inti dari substansi Perpres No. 64 Tahun 2020
mengatur kenaikan iuran.

MA dalam memutus Perpres No. 75 Tahun 2019 berbeda dengan
Perpres No. 64 Tahun 2020. Ketika hakim hendak memutus perkara, proses
penalaran hukum memiliki peranan penting dalam memberikan
pertimbangan hukum. Melihat inti dari substansi kedua Perpres diatas,
seharusnya hakim MA memutus dengan putusan yang sama ketika menguiji
Perpres No. 64Tahun 2020. Hal ini berdasarkan pada asas similia similibus
(dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula).*

Berdasarkan teori konflik norma, penyelesaian antara perselisihan
norma dapat menggunakan tipe-tipe penyelesaian yang berkaitan dengan
prefensi  hukum yakni pengingkaran (disavowal), Reinterpretasi,
Pembatalan (invalidation), Pemulihan (remedy). Adanya putusan MA No.

7P/HUM/2020 berdasarkan keempat tipe penyelesaian konflik norma yang

4 Habibul Umam Tagiuddin. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim”. Jurnal
IImu Sosial dan Pendidikan. Vol. 1, No. 2. November 2017. 192.



sesuai adalah Pembatalan Abstrak dan formal yang mana sebuah norma
hukum yang berada dibawah peraturan perundang-undangan dibatalkan
oleh lembaga khusus yakni Mahkamah Agung.

Selain itu memuat kembali norma yang telah dibatalkan, berakibat
Pengingkaran yang seringkali menjadi suatu pernyataan bertentangan
dengan pendapat umum atau kebenaran. Memuat kembali norma yang telah
dibatalkan termasuk pengingkaran dengan putusan MA. Putusan dalam
perkara judicial review, merupakan putusan akhir dan memiliki kekuatan
hukum mengikat dan tidak boleh berlaku surut. Artinya sebuah norma yang

telah dibatalkan tidak boleh dimuat kembali ke dalam suatu peraturan.

Dalam perspektif yuridis substansi kenaikan dalam Perpres No. 64
Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya
yakni : Pertama, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Negara berkewajiban melindungi kesehatan seluruh masyarakat, terlebih
dimasa pandemi saat ini. Merujuk pada konstitusi seharusnya pemerintah
memberikan jaminan sosial secara gratis kepada masyarakat. Karena
jaminan sosial termasuk dalam Hak Asasi Manusia.

Kedua, UU No. 40 Tahun 2004 Tentang SIJSN Pasal 65 ayat (3)

Dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang

memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan

tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan
kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.



Terjadinya pandemi yang sampai saat ini belum berakhir dan
meningkat kembali, membuat perekonomian tidak stabil. Hal ini akan
mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membayar iuran.

Ketiga, Pasal 14 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pemerintah  bertanggung jawab merencanakan, mengatur,

menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan

upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Kalimat terjangkau dalam kamus KBBI adalah terbeli, terbayar :
harga murah oleh pegawai kecil. Sehingga norma kenaikan iuran BPJS
dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 tidak terjangkau oleh masyarakat. Hal ini
dibuktikan dengan pengajuan judicial review kembali ke MA dengan norma
yang sama yakni norma kenaikan iuran BPJS.

Secara sosial terdapat beberapa dampak Positif dan negatif secara
luas yang ditimbulkan dari kenaikan iuran BPJS :°

1. Dampak Positif
a. Pelayanan Kesehatan menjadi meningkat
Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Pemerintah dapat
bekerjasama dengan rumah sakit untuk meningkatkan
pelayanan dan pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan.
Pemenuhan fasilitas rumah sakit terutama pada rumah sakit
daerah akan memberikan dampak positif untuk pasien yang

berobat dan rawat inap. Rumah sakit daerah tidak perlu khawatir

5> Lulus Wiyanti dkk., Op. Cit. 62-66.



lagi dalam menangani pasien yang kritis karena fasilitas yang
diperlukan telah memadai. Saat kepuasaan masyarakat
meningkat maka dapat berdampak pada kepercayaan
masyarakat terhadap BPJS.
Menutup Defisit

Solusi dari defisit yang dihadapi BPJS adalah dengan
menaikkan iuran BPJS. Menteri Keuangan Sri Mulyani
menjelaskan bahwa ada empat faktor penyebab defisit BPJS,
yakni iuran rendah, peserta tidak disiplin dalam membayar
iuran, rendahnya tingkat keaktifan masyarakat, besarnya
pembiaan untuk penyakit katastropik (kanker, jantung, dan
gagal ginjal). Keberhasilan kenaikan iuran BPJS dibuktikan
pada 2020 mencatat arus kas positif sejumlah 18,7 triliun. Hal
tersebut membuat BPJS mampu membayar seluruh tagihan
tepat waktu.b Selang satu bulan BPJS Kesehatan masih
mengalami kerugian senilai 6,36 T walaupun iuran naik. Hal ini
diungkapkan oleh Ali Ghufron Mukti yang mengungkapkan
“kondisi keuangan pengelola JKN sebetulnya masih defisit.
Total defisit BPJS Kesehatan diprediksi mencapai 6,36 triliun

per 31 Desember 2020.”7

6 Monica Wareza, “BPJS Kesehatan Surplus Rp 18,7 T, Ini Besaran Iuran 20217,
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210214114224-4-223180/bpjs-kesehatan-surplus-rp-187-

t-ini-besaran-iuran-2021/1; diakses tanggal 18 Juli 2021.

7 “BPJS

Kesehatan Mashi Tekor  Rp 6,36 T Meski Turan  Naik”,

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210317124741-78-618557/bpjs-kesehatan-masih-

tekor-rp636-t-meski-iuran-naik; diakses tanggal 18 Juli 2021.
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c. Memperluas Jangkauan Rumah Sakit

Kenaikan iuran BPJS akan memperluas jangkauan rumah
sakit, sehingga tidak menyebabkan antrian pasien Panjang
dengan waktu yang lama. Jika banyak rumah sakit yang
bekerjasama dengan BPJS, maka masyarakat memiliki pilihan
rumah sakit sehingga antrian berkurang dan mempercepat
penanganan masyarakat. Sekitar 35% rumah sakit swasta yang
belum bekerjasama dengan BPJS.

2. Dampak Negatif
a. Penurunan Kelas BPJS

Dengan naiknya iuran BPJS membuat masyarakat
melakukan penurunan kelas dengan iuran lebih rendah.
Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat (LPEM) Universitas Inodenisa mengatakan
bahwa kenaikan iuran BPJS menyebabkan 24% dari jumlah
peserta BPJS melakukan penurunan kelas dari kelas | ke kelas
Il, dari kelas Il ke kelas Ill. Masyarakat beranggapan bahwa
berada di kelas | dengan iuran yang naik membuatnya merugi
karena jarang melakukan klaim. Selain itu dengan menurunkan
kelas akan mengurangi besarnya iuran yang harus dibayar.

Dampak yang ditimbulkan dengan masyarakat berbondong-
bondong melakukan penurunan kelas, mengakibatkan jumlah

kelas 11l menjadi bertambah. Hal ini membuat masyarakat



kurang mampu dirugikan karena mereka mendapatkan
pelayanan sama namun karena banyak masyarakat mampu yang
masuk pada kelas 11l maka banyak masyarakat yang semestinya
memperolah justru dirugikan.

Hal ini senada dengan pendapat Koordinator Nasional
Masyarakat Peduli BPJS yang mengatakan “kenaikan iuran
BPJS menyebabkan beralihnya masyarakat pada kelas Il yang
dianggap lebih murah dibandingkan kelas I dan I1.”
Masyarakat Melakukan Pemutusan Untuk Berhenti Membayar
luran

Besaran iuran BPJS yang kembali naik membuat masyarakat
miskin memilih memutuskan untuk membayar iuran. Jika
banyak masyarakat melakukan pemutusan maka bertentangan
dengan Pasal 28H UUD 1945 ayat (1) Setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan Kesehatan.

Kenaikan iuran BPJS memberikan beban lebih besar
terutama untuk keluarga yang memiliki banyak anggota. Ketua
Bidang Advokasi BPJS Watch “kenaikan iuran BPJS dapat
meningkatkan peserta non-aktif sejumlah 60% hal ini akan

merugikan BPJS. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan iuran dan



hal ini berakibat pada peningkatan peserta non-aktif dari 40%
menjadi 49,04%. Sehingga pendapatan BPJS menjadi menurun.
Masyarakat Beralih ke Asuransi Swasta

Asuransi Kesehatan bukan hanya BPJS saja melainkan
terdapat asuransi swasta yang memiliki premi tidak jauh
berbeda dengan premi BPJS. Selain itu Asuransi Swasta dapat
memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik. Proses dalam
asuransi swasta lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Dalam hal
peng-klaiman ketika sakit, asuransi swasta memproses lebih
muda dan pelayanan yang diberikan sangat baik.

Hal ini akan membuat masyarakat menengah keatas beralih
ke asuransi swasta. Mungkin BPJS dapat mencontoh sistem
yang dijalankan oleh asuransi swasta agar masyarakat tidak
beralih ke asuransi swasta.

. Tingkat kemiskinan menjadi tinggi

Kenaikan iuran BPJS membuat masyarakat terutama
masyarakat menengah kebawah diharuskan menambah
pengeluaran dalam membayar iuran kesehatan. Jika pendapatan
masyarakat tetap dan tidak sebanding dengan pengeluaran maka
bukan hanya mengurangi konsumsi namun jumlah tabungan
juga akan berkurang.

Hal ini menyebabkan masyarakat memilih daftar PBI

dimana seluruh biaya kesehatan ditanggung oleh pemerintah.



Namun dengan banyaknya masyarakat yang memilih mendaftar
menjadi peserta PBlI maka terdapat jumlah biaya yang

ditanggung oleh pemerintah menjadi lebih besar.

Pemaparan dampak positif dan negatif dari kenaikan iuran BPJS,
pemerintah diharapkan dapat mencegah terjadinya dampak negatif terutama
dalam hal jumlah defisit yang harus dibayarkan berikutnya. Jangan sampai
pembayaran klaim pada rumah sakit menjadi bengkak kembali pada tahun-
tahun berikutnya. Permasalahan defisit bukanlah permasalahan baru
melainkan BPJS dari tahun ke tahun selalu mengalami defisit.

Keadaan pandemi telah memberatkan ekonomi saat ini, pemerintah
seharusnya tidak menaikkan iuran BPJS. Pemerintah cukup membenahi
management BPJS dan membuat regulasi bagaimana masyarakat mampu
berpartisipasi dengan disiplin membayar untuk mengatasi defisit BPJS
tanpa adanya kenaikan terlebih dahulu.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti “Perpres No. 64
Tahun 2020 secara tekstual tidak melanggar putusan MA. Namun langkah
pemerintah secara kontekstual tidak peka terhadap keadaan ekonomi yang
sedang memburuk akibat pandemi.”®

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

(YLKI) Tulus Abadi mengatakan “Jika hanya dilihat dari sisi intern

& Nyoman Ary Wahyudi, “Kenaikan Turan BPJS, Pakar : Secara Tekstual Perpres 64/2020 Sesuai
Putusan MA, Tapi Tidak Peka”, https://kabar24.bisnis.com/read/20200514/15/1240832/kenaikan-
iuran-bpjs-pakar-secara-tekstual-perpres-642020-sesuai-putusan-ma-tapi-tidak-peka; diakses
tanggal 2 Juni 2021.



https://kabar24.bisnis.com/read/20200514/15/1240832/kenaikan-iuran-bpjs-pakar-secara-tekstual-perpres-642020-sesuai-putusan-ma-tapi-tidak-peka
https://kabar24.bisnis.com/read/20200514/15/1240832/kenaikan-iuran-bpjs-pakar-secara-tekstual-perpres-642020-sesuai-putusan-ma-tapi-tidak-peka

finansial, kenaikan iuran BPJS menjadi salah satu solusi terhadap defisit
finansial BPJS. Namun jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini
dapat berdampak pada hal yang kontraproduktif terhadap BPJS”.°

Untuk mengatasi defisit pemerintah menaikkan iuran BPJS di tahun
2014, 2016, dan 2020. Menaikkan iuran BPJS memang kewenangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan yang mendapatkan kewenangan
freies ermessen dimana pemerintah yakni Presiden dapat mengatur solusi
dari defisit BPJS. Dasar pemerintah menjalankan kewenangan atribusi
diskresi atau freies ermessen yakni Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 “Presiden
Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar”.

Namun solusi menaikkan iuran BPJS ditenga pandemi merupakan
beban berat yang dirasakan masyarakat terutama masyarakat menegah
kebawah. Setiap mengalami defisit, BPJS selalu memberikan solusi dengan
menaikkan iuran. Menaikkan iuran hanya dapat menutup defisit bersifat
sementara. Faktanya saat ini BPJS masih mengalami defisit, artinya solusi
menaikkan iuran masih belum bisa mengatasi defisit.

Pengaturan dalam Perpres No. 64 Tahun 2020 dalam teori islam
disebut nasikh karena membatalkan Perpres No. 75 Tahun 2019. Menurut

ulama mutaakhirin

e Ll g 5h hg e SR S &

® Angga Yuniar, “Iuran BPJS Kesehatan Kelas 111 Naik, YLKI Prediksi Akan Ada Pembengkakan
Tunggakan”, Liputan6. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4446947/iuran-bpjs-kesehatan-kelas-
iii-naik-ylki-prediksi-akan-ada-pembengkakan-tunggakan; diakses tanggal 28 Mei 2021.
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“Mengangkat (menghapus) hukum syara’ dengan dalil hukum
(khatab) syara’ yang datang kemudian.”°

Berdasarkan dalil diatas, dalil yang datang kemudian disebut nasakh
(yang menghapus). Sedangkan hukum yang pertama disebut mansukh (yang
terhapus), maka Perpres No. 75 Tahun 2019 disebut mansukh. Dalam
Perpres No. 64 Tahun 2020 telah mengganti substansi besaran iuran BPJS
pada Perpres No. 75 Tahun 2019. Terdapat prinsip hierarki peraturan
perundang-undangan yang dapat disamakan dengan nasikh mansukh “suatu
peraturan perundang-undangan hanya bisa dicabut atau diganti atau diubah
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau
paling tidak dengan yang sederajat.” Selain itu terdapat pula asas hukum
peraturan perundang-undangan yang selaras dengan nasikh mansukh yakni
asas lex posteriori derogate legi priori, peraturan yang baru akan
mengesampingkan peraturan yang lama.

Nasakh dari segi hukum dan bacaannya dibagi menjadi tiga yakni :
nasakh (penghapusan) bacaan dan hukumnya, nasakh (penghapusan)
hukumnya saja sedangkan tilawah (bacaan) nya tetap, nasakh
(penghapusan) bacaannya saja. Maka berdasarkan pembagian nasakh, pada
perpres No. 64 Tahun 2020, hanya menghapus ketentuan besaran iuran saja

melainkan hukum menaikkan iuran BPJS masih tetap yakni diperbolehkan.

Hal ini berdasarkan pada Putusan MA terbaru No. 41 P/HUM/2020.

19 Hasan Asyari Ulama’i. Op. Cit. 65.



Selain itu berdasarkan penghapusannya, nasakh dibagi menjadi dua
yakni nasakh kulli (pembatalan secara keseluruhan) dan nasakh juz’i
(pembatalan sebagian hukum syara’). Maka substansi kenaikan iuran BPJS
dibatalkan secara keseluruhan yakni disebut nasakh kulli. Berdasarkan
kejelasannya, nasakh terbagi menjadi dua yakni nasakh sharih dan nasakh
dhimmi. Besaran iuran pada Perpres No. 75 Tahun 2019 telah jelas berakhir
masa berlakunya karena telah diganti dengan Perpres No. 64 Tahun 2020.

Perpres No. 75 Tahun 2019 di Nasakh dengan badal yang lebih
ringan, hal ini terlihat dalam substansi Perpres No. 64 Tahun 2020 yang
dimulai dari besaran iuran, adanya subsidi bagi kelas 11, terdapat dispensasi
dalam penunggakan pembayaran iuran. Pemerintah memiliki kewenangan
dalam mengatasi defisit BPJS yang tak kunjung selesai. Upaya pemerintah
mempertahankan keberlangsungan JKN-KIS dengan menaikkan iuran BPJS
pada Perpres No. 64 Tahun 2020 yang telah diperkuat dengan putusan MA
No. 41 P/HUM/2020 ditengah pandemi dan kondisi ekonomi belum stabil,

dirasa kurang tepat.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas tentang kekuatan putusan MA
berdasarkan asas-asas hukum acara dan dampak akibat hukum penerapan
kenaikan iuran BPJS pada Perpres No. 64 Tahun 2020, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan putusan MA No. 7P/HUM/2020 mengenai Hak uji
materiil melekat dengan asas erga omnes hal ini dikarenakan objek
pengujiannya berbentuk peraturan tertulis yang mengatur dan
mengikat secara umum. Selain itu dalam Hak uji materiil di MA
bersifat final karena tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

2. Akibat hukum norma yang telah dibatalkan dimuat kembali dalam
Perpres No. 64 Tahun 2020 merupakan bentuk pengingkaran yang
bertentangan dengan kebenaran. Memuat kembali norma yang telah
dibatalkan termasuk pengingkaran dengan putusan MA. Putusan
dalam perkara judicial review, merupakan putusan akhir dan

memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak boleh berlaku surut.
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B. Saran

Evaluasi dampak diatas maka kebijakan pemerintah dapat
memperbaiki sistem kenaikan iuran yang telah dibuat. Sebaikanya
pemerintah menata kembali sistem management yang mengalami
permasalahan dan membuat regulasi untuk mendorong masyarakat tetap
disiplin dalam membayar iuran ditenga pandemi saat ini. Substansi pasal 34
Perpres No. 64 Tahun 2020 pada intinya sama dengan substansi Perpres No.
75 Tahun 2019 yang telah dibatalkan oleh MA dalam putusan No.
7P/HUM/2020. Selain itu mengeluarkan kebijakan menaikkan iuran

ditengah pandemi dirasa kurang tepat.
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